TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA  BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI   TANPA IZIN USAHA NIAGA                                  (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ) by KHAIRUNNISA LOLEH, KHAIFFAH
SKRIPSI 
 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA 
BAHAN BAKAR MINYAK BERSUBSIDI  
TANPA IZIN USAHA NIAGA                                              
(Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.PKJ) 
 
 
 
 
 
OLEH :  
KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH 
B111 13 706 
 
 
 
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR 
 2017 
                i 
HALAMAN JUDUL 
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA NIAGA BAHAN 
BAKAR MINYAK TANPA IZIN USAHA NIAGA                                                    
(Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/PN.Pkj) 
 
Oleh 
KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH 
B111 13 706 
 
SKRIPSI 
Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi                              
Sarjana Hukum Dalam Bagian Hukum Pidana                                                                                   
Program Studi Ilmu Hukum 
 
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA 
FAKULTAS HUKUM 
UNIVERSITAS HASANUDDIN 
MAKASSAR 
2017 
  
iv 
 
  
iv 
 
iv 
 
  
iv 
 
 
ABSTRAK 
KHAIFFAH KHAIRUNNISA LOLEH (B111 13 706), dengan judul 
“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak 
Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 
79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj) Dibawah bimbingan Bapak H. M. Said karim, Selaku 
Pembimbing I dan Ibu Nur Azisa , Selaku Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan ketentuan pidana materil 
dan pidana formil terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj) dan 
untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap 
pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha 
Niaga (Studi Kasus Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj). 
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Pangkep. Untuk mencapai 
tujuan tersebut penulis menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian 
pustaka dan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara langsung terhadap 
Hakim Pengadilan Negeri Pangkep. 
Data Sekunder diperoleh melalui beberapa literatur berupa buku-buku dan 
dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan dan karya tulis ilmiah lainnya. 
Data Primer dikumpulkan dengan jalan wawancara langsung dengan Hakim 
Pengadilan Negeri Pangkep. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara 
kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pada Perkara Nomor 
79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj Penerapan Pidana Materil menurut penulis kurang tepat, 
karena pada faktanya yang terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 
huruf c Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi,  bukan 
niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang 
Minyak dan Gas Bumi dan Dalam penyusunan dakwaan, penulis berpendapat jaksa 
penuntut umum telah keliru. 2) Berdasarkan apa yang terungkap di dalam 
persidangan, menurut penulis putusan majelis hakim adalah kurang tepat. Majelis 
hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 53 huruf d Undang-undang 
Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas bumi bukan pasal 53 huruf c Undang-
undang Nomor 22 tentang Minyak dan Gas Bumi, sehingga putusan hakim dapat 
dikatakan keliru. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamualaikum Wr. Wb. 
Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT berkat 
rahmat, kesehatan, dan kekuatan serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
menyelesaikan  penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak 
Pidana Niaga Bahan Bakar Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus 
Putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)”. 
Skripsi ini diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi untuk 
memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) Departemen Hukum Pidana program 
Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas  Hasanuddin Makassar. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan 
dalam penyusunan skripsi ini penulis mengalami kesulitan, hambatan, dan rintangan. 
Akan tetapi berkat bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak serta kemauan keras 
maka skripsi ini dapat tersusun walaupun masih saja terdapat beberapa kekurangan. 
Dengan rasa hormat, cinta, kasih sayang penulis ingin mengucapkan Terima kasih 
dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis atas dukungan 
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dan motivasi terhadap penulis dalam penyusunan skripsi ini, Terima kasih sebesar-
besarnya kepada Ayahanda H. Rusdiyanto Loleh, S.H., M.H. dan Ibunda Ismawati 
Tardjono atas segala pengorbanan, kasih sayang dan jerih payahnya dalam 
membesarkan, membimbing dan mendidik penulis, memberikan semangat, serta doa 
yang tak henti-hentinya demi keberhasilan penulis, skripsi ini penulis persembahkan 
untuk kalian. Teruntuk saudaraku tercinta Khairis Syafrial Loleh dan Muhammad 
Anugrah Loleh atas motivasinya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. 
Pada kesempatan ini pula, Penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan 
ucapan terima kasih kepada : 
1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. selaku Rektor Universitas 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan 
bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan 
gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia 
yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia 
adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar 
terhadap penerimaan Negara. 
Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk 
penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia 
cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Sebagai 
contoh penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) minyak dan gas bumi Indonesia 
pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp50,04 triliun. Jumlah ini merupakan 
15,76% dari total pendapatan PPh Indonesia pada Tahun 2009. Pada Tahun 
2010 pendapatan PPh Migas lebih besar lagi yaitu mencapai Rp58,87 triliun 
(16,49%), meningkat menjadi Rp73,10 triliun di Tahun 2011 (16,95%), 
sebesar Rp83,46 triliun di Tahun 2012 (17,95%), dan meningkat menjadi 
sebesar Rp88,75 triliun di Tahun 2013 (17,52%). Sedangkan pada Tahun 
2014, 2015 dan 2016 pendapatan PPh Migas menurun menjadi Rp87,45 triliun 
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di Tahun 2014 (16,01%), Rp49,53 triliun di Tahun 2015 (7,29%) dan menjadi 
Rp48,46 triliun di Tahun 2016.1 
Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi 
merupakan komuditas vital yang memegang peranan penting dalam 
penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka 
pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan 
untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang di 
tegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 
33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai 
hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan 
kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan 
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.2 Hal ini menegaskan bahwa hasil 
bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran 
rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. 
Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang 
menentukan prioritas-priorotas utama khusunya dalam bidang ekonomi untuk 
mencukupi hajat hidup orang banyak. 
Awal mula hukum pertambangan Indonesia di mulai dengan adanya 
peraturan tentang pertambangan selama masa penjajahan belanda yaitu 
indonesische mijn wet (IMW) yang di undangkan pada tahun 1899 dengan 
staatblaad 1899, no 224 peraturan ini hanya mengatur tentang penggolongan 
                                                          
1www.kemenkue.go.id/en/node/47167  di akses pada tanggal 10 oktober 2016 pukul 14.28 
WITA 
2Lihat Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI  1945 
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bahan galian dan pengusahaan pertambangan. Setelah Indonesia merdeka 
peraturan produk belanda ini tidak lagi di gunakan, maka pada tanggal 2 
agustus 1951 dibentuk Panitia Negara untuk urusan pertambangan yang 
bertugas untuk menyusun Undang-undang tentang pertambangan. Kemudian 
lahirlah Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960. Akan tetapi, Undang-
undang ini memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memenuhi tuntutan warga 
Indonesia  yang ingin berusaha di bidang tambang. Berdasarkan pemikiran 
tersebut maka yaitu pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan,  
bimbingan, dan pengawasan pertambangan maka diciptakan lagi Peraturan 
tentang pokok pertambangan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 
tentang Ketentuan-ketentuanPokok Pertambangan. Undang-undang ini yang 
sangat mempengaruhi dunia pertambangan Indonesia selama kurang lebih 40 
tahun. 
Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan 
khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi  mengenai ekplorasi dan 
eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak 
dan gas bumi adalah latar belakang adanya  Undang-undang Nomor 22 Tahun 
2001tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini  mengatur tentang 
kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan 
usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir.  
Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa 
penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar 
dan bensin premium terutama Kabupaten yang daerahnya berbasis 
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kepulauan/banyak dijumpai pulau-pulau kecil, dimana akses dari satu pulau ke 
pulau lain menggunakan transportasi air/perahu dengan solar sebagai bahan 
bakar utama. 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) adalah salah satu 
kabupaten di Sulawesi Selatan yang memiliki 117 pulau, dan hanya 80 
diantaranya yang berpenghuni, terdiri dari 3 kecamatan yaitu kecamatan 
Tuppabiring, Liukang Kalmas, dan Liukang Tanggaya. Penduduk kabupaten 
yang menetap di pulau-pulau kecil umunya menggeluti usaha pemanfaatan 
sumber daya laut. Sarana dan prasarana di daerah kepualauan ini sangat 
terbatas, sehingga aksesbilitas masyarakat dari dan ke wilayah kepulauan 
sangatlah sulit. Bahkan dibeberapa pulau tidak ada kapal angkutan 
penumpang. Ini membuktikan bahwa tidak meratanya berbagai 
pendistribusian kebutuhan mansyarakat dilihat dari transportasipun yang 
begitu sulit.  
Tidak meratanya pendistribusian hasil komuditas bumi di daerah 
kabupaten Pangkep dan banyaknya penduduk di daerah kepualauan yang mata 
pencahariannya sebagai nelayan, membutuhkan hasil bumi terkhusus di daerah 
kepulauan, salah satunya hasil dari olahan minyak dan gas bumi yaitu bahan 
bakar minyak berupa bensin dan solar. Banyaknya kebutuhan terhadap hasil 
olahan bumi ini dan terdapatnya oknum pengusaha yang ingin melipat 
gandakan keuntungan melalui penimbunan, penyimpanan, pengangkutan dan 
penjualan bahan bakar minyak mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan 
bahan bakar minyakbersubsidi jenis solar dan bensin premium. 
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Banyaknya permintaan akan hasil bumi ini berupa bahan bakar minyak 
yaitu bensin dan solar di kepulauan kabupaten Pangkep membuat banyak para 
pencari nafkah menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan 
keuntungan dengan melakukan penjualan kembali bahan bakar minyakyaitu 
bensin dan solar yang telah di ambil dari kapal-kapal yang bersandar di 
sekitaran dermaga dan membeli dari SPDN (Solar Packed Dealer Nelayan) 
terdekat kemudian menjualnya kembali ke masyarakat di daerah 
kepulauanPangkep dengan perbedaan harga yang jauh cukup tinggi dibanding 
dengan batas harga jual yang telah di tetapkan oleh pemerintah, yang 
membuka peluang bagi spekulan untuk melakukan penyimpangan padahal 
dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur kegiatan usaha 
hilir. Yaitu harus mempunyai izin usaha pengelolaan, izin usaha penyimpanan, 
izin usaha pengangkutan dan izin usaha penjualan atau Niaga. 
Dalam praktek masih banyak dijumpai pihak bahkan oknum pengusaha 
yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niagadalam 
jumlah besar padahal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan 
pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar minyak 
berupa bensin atau solar harus memiliki izin terlebihdahulu, sesuai dengan 
ketetapan yang telah di tetapkan sebelumnya. 
Dari uraian tersebut diatas menarik untuk dilakukan penelitian terkait 
tindak pidana penyalahgunaan Niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha 
dalam proposal dengan judul, 
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“Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar 
Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga (Studi Kasus No. 
79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis akan menarik rumusan 
masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak 
pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga 
(Studi Kasus No: 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi 
tanpa izin usaha niaga (studi kasus No: 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj)? 
 
C. Tujuan dan kegunaan penelitian  
1. Tujuan penelitian 
Tujuan yang ingin di capai dari penulisan ini adalah: 
1.1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materiildalam 
perkara tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi 
tanpa izinusaha niaga (studi kasus No: 79/Pid.Sus/2015/PN.Pkj) 
1.2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana niaga bahan bakar 
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minyak bersubsidi tanpa izin usaha niaga (studi kasus No: 
79/Pid.sus/2015/Pn.pkj) 
2. Kegunaan penelitian 
Dari penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan manfaat-
manfaat sebagai berikut: 
2.1. Manfaat teoritis adalah untuk pengembangan ilmu hukum 
khususnya mengenai analisis yuridis terhadap tindak pidana 
minyak dan gas. 
2.2. Manfaat praktis adalah untuk dapat digunakan sebagai bahan 
referensi bagi siapa saja, dan sebagai bahan  informasi kepada 
peneliti lainnya dalam penyusunan suatu karya illmiah yang 
berkaitan dengan judul di atas. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana 
1. Tindak Pidana  
1.1. Pengertian Tindak Pidana 
Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa 
Belanda Strafbaar feit. Selain istilah strafbaar feit dalam bahasa belanda 
dipakai juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari bahasa latin 
delictum, dalam bahsa Indoesia dipakai istilah delik. 
Dalam kamus besar bahasa indonesia, arti delik adalah sebagai 
berikut: 
“perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan 
pelanggaran terhadap Undang-undangtindak pidana” 
 
Andi Hamzah memberikan definisi mengenai delik yakni: 
Delik adalah suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan  
diancam dengan hukuman undang-undang (pidana).3 
 
Menurut Simons Strafbaar feit itu adalah kelakuan yang di ancam 
dengan pidana, bersifat melawan hukum, dan berhubung dengan kesalahan 
yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.4 
                                                          
3Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1; Stelsel pidana, teori-teori pemidanaan 
& batas berlakunya hukum pidana, PT. RajaGrafindo: Jakarta, 2010, Hlm. 75 
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Schaffmeister mengatakan bahwa, perbuatan pidana adalah perbutatan 
manusia yang termasuk dalam ruang lingkup rumusan delik, bersifat 
melawan hukum, dan dapat dicela.5 
Van Hamel mengartikan bahwa srafbaar feit adalah kelakuan 
(handeling) yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,  
yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang 
bertanggung jawab. 
Van Hamel mengartikan strafbaar feit adalah sama dengan perumasan 
dari simons, akan tetapi Van Hamel menambahkan dengan kalimat bahwa 
“kelakuan itu harus patut dipidana” 
Menurut Moeljatno, yang berpendapat pada pokoknya bahwa: 
1. Feit dalam strafbaar feit berarti handeling, kelakuan atau tingkah 
laku. 
2. Pengertian strafbaar feit dihubungkan dengan kesalahan orang 
yang mengadakan kelakuan tadi. 
Moeljatno,  memakai istilah perbuatan pidana sebagai terjemahan dari 
strafbaar feit, mengartikan perbuatan pidana sebagai: 
“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 
disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa 
                                                                                                                                                               
4Cahirul Huda, Dari ‘Tiada Pidana Tanpa Kesalahan’ Menuju Kepada ‘Tiada 
Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan”, Kencana: jakarta, 2008, hlm 27 
5Ibid., hlm 27 
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melanggar larangan tersebut. Disamping itu perbuatan tersebut harus 
betul-betul dirasakan oleh masayarakat sebagai perbuatan yang tak boleh 
atau yang tak patut untuk dilakukan”.6 
Dari banyaknya istilah pidana tentang straf baar feit penulis lebih 
sepakat untuk memakai istilah tindak pidana karena istilah ini lebih 
awam di kalangan masyarakat dan menjelaskan bahwa tindakan yang 
sengaja maupun tidak sengaja dilakukan. 
1.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 
Dalam hukum pidana dikenal dua pandangan terhadap unsur-unsur 
perbuatan pidana atau tindak pidana, yaitu: 
a. Pandangan monistis 
Pandangan monistis yaitu pandangan yang melihat syarat, untuk 
adanya pidana harus mencakup dua hal yakni sifat dan perbuatan. 
Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman bahwa didalam 
pengertian perbuatan tindak pidana tercakup didalamnya perbuatan 
yang dilarang (Criminal Act) dan pertanggung jawaban pidana 
kesalahan (Criminal Responbility) 
Menurut Simons, adanya suatu tindak pidana harus memenuhi 
unsur:7 
                                                          
6Sofjan Sasytawidjaja, Hukum Pidana 1, CV Amrico: bandung, 1990, hlm. 111-115 
7Amir ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Rangkang Education Yogyakarta & Pukap-Indonesia: 
Yogyakarta, 2012, hlm 39 
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1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (pembuat) 
maupun perbuatan negatif (tidak berbuat); 
2. Diancam dengan pidana; 
3. Melawan hukum; 
4. Dilakukan dengan kesalahan; 
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab. 
b. Pandangan Dualistis 
Pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan 
pertanggungjawaban pidana. menurut pandangan dualistis, yakni: 
”Dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal 
responsbility tidak menjadi unsur tindak pidana. Oleh karena itu untuk 
menyatakan sebuah perbuatan sebagai tindak pidana cukup dengan 
adanya perbuatan yang di rumuskan oleh Undang-undang yang 
memiliki sifat melawan hukum tanpa adanya dasar suatu pembenar”.8 
Dan dalam pandangan ini untuk terjadinya perbuatan atau tindak 
pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 
1. Adanya perbuatan (manusia), 
2. Memenuhi rumusan dalam Undang-undang (hal ini merupakan 
syarat formil terkait dengan berlakunya Pasal 1 ayat (1) 
KUHP). 
                                                          
8Ibid., hlm 40 
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3. Bersifat melawan hukum (hal ini merupakan syarat materiil, 
terkait dengan diikutinya ajaran sifat melawan hukum materiil 
dan fungsinya yang negatif) 
Selanjutnya penulis akan menguraikan penjelasan dari unsur-unsur 
tindak pidana terlepas dari kedua aliran tersebut; 
a. Ada perbuatan (mencocoki rumusan delik) 
Tindak pidana selalu berhubungan dengan apa yang dilarang 
berbuat. Maka dari itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan 
dalam rumusan. Tingkah laku adalah salah satu unsur mutlak tindak 
pidana. Jika ada rumusan tindak pidana yang tidak mencantumkan 
unsur tingkah laku maka permusan seperti itu merupakan suatu 
pengecualian belaka dengan alasan tertentu dan tidak berarti tindak 
pidana itu terdapat unsur perbuatan contohnya pasal 351 KUHP 
yaitu penganiayaan, unsur ini telah ada dengan sendirinya 
didalamnya, dan wujudnya tetap harus di buktikan di sidang 
pengadilan untuk menetapkan telah terjadinya tindak pidana.9 
Tingkah laku dalam perbuatan pidana terdiri dari tingkah laku aktif 
dan positif (bandelen) juga dapat di sebut perbuatan materiil yaitu 
suatu bentuk tingkah laku yang untuk mewujudkannya atau 
melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan tubuh misalnya 
pasal 362 KUHP. Selanjutnya tingka laku pasif atau negatif 
(nalaten). Yaitu tingkah laku membiarkan, suatu bentuk tingkah 
                                                          
9Adami Chazawi, Op. Cit. Hlm. 75 
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laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian 
tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan 
tertentu harus melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat 
demikian. Seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan 
kewajiban hukumnya, contohnya: tidak memberikan pertolongan 
pasal 531 KUHP. 
Maka dari itu, mencocoki rumusan delik yaitu mencocoki unsur-
unsur yang ada dalam pasal yang didakwakan, termasuk unsur 
perbuatan maupun pertanggungjawaban pidana. 
b. Unsur melawan hukum 
Menurut Vos, unsur melawan hukum adalah bertentangan dengan 
hukum artinya bahwa  bertentangan dengan apa yang dibenarkan 
oleh hukum atau anggapan masyarakat atau benar-benar dirasakan 
oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut untuk 
digunakan.10 
Melawan hukum merupakan sifat yang tercela atau terlarangnya 
dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber 
dari Undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber 
dari masyarakat (melawan hukum materiil). Karena bersumber dari 
masyarakat sifat tercela tersebut tidak tertulis, akan tetapi sifat 
tercela suatu perbuatan terletak pada kedua-duanya. Misalnya pada 
pasal 338 KUHP perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, 
                                                          
10Amir Ilyas, Op. Cit., Hlm. 53 
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perbuatan ini dilarang oleh Undang-undang maupun masyarakat. 
Dari sudut Undang-undang suatu perbuatan tidak mempunyai sifat 
melawan hukum jika perbuatan tersebut belum di beri sifat terlarang 
dan memuatnya dalam Undang-undang sebagai suatu perbuatan 
yang terlarang.11 
c. Tidak ada alasan pembenar 
Untuk mengategorikan sebagai sebuah tindak pidana, haruslah tidak 
memiliki alasan pembenar, meskipun sebuah tindak pidana telah 
memenuhi rumusan delik namun memiliki alasan pembenar yang 
telah di atur sebelumnya dalam perundang-undangan maka alasan 
pembenar itu menghapuskan dapat dipidananya sebuah perbuatan. 
Berikut alasan-alasan pembenar yang sering dipergunakan: 
I. Daya Paksa Absolut 
Daya paksa (overmacht) tercantum di dalam pasal 48 
KUHP, Undang-undang hanya menyebut tentang tindak 
pidana seseorang yang melakukan perbuatan karena 
dorongan keadaan yang memaksa. Undang-undang tidak 
menjelaskan tentang tentang keadaan memaksa. Dalam 
literatur hukum pidana biasanya daya paksa dibagi dua, 
yang pertama daya paksa absolut atau mutlak. Daya absolut 
sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena 
dalam hal ini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik 
                                                          
11Adami Chazawi, Op Cit. Hlm. 86 
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orang lain. Jadi ia tidak mempunyai pilihan lain sama 
sekali. 
II. Pembelaan Terpaksa Pasal 49 ayat (1) KUHP 
Pembelaan terpaksa ada pada setiap hukum pidana, dalam 
Pasal 49 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa: 
“tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan 
pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, 
kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang 
lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan 
yang sangat dekat pada saat itu melawan hukum”12 
 
Dalam rumusan tersebut dapat ditarik unsur-unsur suatu 
pembelaan terpaksa tersebut: 
a) Pembelaan itu bersifat terpaksa; 
b) Yang dibela ialah diri sendiri, orang lain, kehormatan 
kesusilaan atau harta benda sendiri atau orang lain; 
c) Ada serangan sekejap atau ancaman serangan yang 
sangat dekat pada saat itu; 
d) Serangan melawan hukum. 
Pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. 
Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan 
keharusan asas ini disebut asas subsidiaritas. Harus 
                                                          
12R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Politea: Bogor, 1991, hlm. 203 
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seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang 
dipakai disatu pihak dan kepentingan yang dikorbankan.13 
III. Menjalankan ketentuan Undang-undang pasal 50 ayat (1) 
KUHP 
Pasal 50 KUHP menyatakan bahwa: 
“barang siapa yang melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan ketentuan Undang-undang tidak dipidana” 
 
Menurut pompe, ketentuan Undang-undang meliputi 
peraturan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang 
untuk itu menurut Undang-undang. Jadi, meliputi ketentuan 
yang berasal langsung dari pembuat Undang-undang, dari 
penguasa yang lebih rendah yang mempunyai wewenang 
(bukan kewajiban) untuk membuat peraturan yang berdasar 
Undang-undang. Yang melakukan perbutan itu merupakan 
kewajibannya, oleh karena itu Undang-undang itu 
menyatakan: “dalam melaksanakan suatu…… ketentuan”.14 
IV. Menjalankan perintah jabatan yang sah Pasal 51 KUHP 
Pasal 51 KUHP menyatakan 
(1) “barang siapa melakukan perbuatan untuk 
melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh 
penguasa yang berwenang, tidak dipidana” 
(2) “perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan 
hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah dengan 
itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan 
                                                          
13Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, Hlm. 167 
14Amir Ilyas, Op., Cit. Hlm. 69. 
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eenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan 
pekerjaannya”.15 
Menuru vos mengenai ketentuan ayat (2) Pasal 51 KUHP 
itu, perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak 
berwenang untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi 
dua syarat, yaitu syarat subjektif yang dimana pembuat 
harus dengan itikad baik memandang bahwa perintah itu 
datang dari yang berwenang, kemudian syarat objektif 
adalah syarat yang pelaksanaan perintah harus terletak 
dalam ruang lingkup pembuat sebagai bawahan.16 
Jadi Pasal 51 ayat (1) KUHP adalah termasuk dasar 
pembenar karena unsur melawan hukum tidak ada, 
sedangkan Pasal 51 ayat (2) masuk ke dalam dasar pemaaf 
karena perbuatan tetap melawan hukum, hanya memberat 
tidak bersalah karena ada itikad baik yang 
mengiramenjalankan perintah jabatan yang berwenang, 
padahal tidak.17 
Sedangkan menurut Teguh Prosetyo dalam bukunya menjelaskan 
tentang unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 
 
 
                                                          
15Andi Hamzah, Op. Cit., Hlm. 170-171 
16Ibid., hlm 171 
17Ibid., hlm 172 
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a. Unsur objektif 
Unsur yang terdapat di luar pelaku. Unsur-unsur yang ada 
hubungannya dengan keadaan, yaitu keadaan-keadaan di mana 
tindakan-tindakan si pelaku harus dilakukan. Terdiri dari: 
1. Sifat melanggar hukum; 
2. Kualitas dari pelaku; 
3. Kausalitas. 
Yakni hubungan antar suatu tindakan sebagai penyebab 
dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 
b. Unsur Subjektif 
Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang 
dihubungkan dengan diri si pelaku termasuk didalamnya segala 
sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: 
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa); 
2. Maksud pada suatu  percobaan, seperti di tentukan dalam 
Pasal 53 ayat (1) KUHP; 
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-
kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya; 
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang tercantum 
dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang di 
rencanakan terlebih dahulu; 
5. Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.18 
                                                          
18Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, PT. RajaGrafindo Persada: Jakarta, 2011, hlm 50-51 
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Menurut Moeljatno, tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas 
unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung kelakuan 
dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir. 
Disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya 
diperlukan untuk adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai 
perbuatan.19 
1.3. Subjek Tindak Pidana 
Dalam sistem KUHP, yang menjadi subjek tindak pidana adalah hanya 
manusia (natuurlijke personen), dan badan hukum (rechtspersonen) atau 
korporasi. 
Manusia atau orang dinyatakan sebagai subjek hukum tindak pidana 
karena terdapatnya perumusan tindak pidana yang dimulai dengan 
perkataan “barang siapa...”, jenis-jenis pidana yang ditentukan dalma Pasal 
10 KUHP hanya di tujukan kepada manusia. 
Badan Hukum atau Korporasi ini dinyatakan sebagai subjek hukum 
karena kebutuhan yang disesuikan dengan perkembangan peradaban dan 
ilmu pengetahuan manusia. Ini terdapat dalam Pasal 15 Undang-undangNo 
7 Drt/1995 tentang tindak pidana ekonomi. 
 
 
                                                          
19Moeljatno, Asas-asas hukum pidana indonesia, Bina aksara: Jakarta, 1987, hlm 58. 
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1.4. Jenis-Jenis Tindak Pidana 
Mengenai jenis-jenis tindak pidana itu dapat di golongkan ke dalam 
dua golongan, yaitu: 
1. Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP; 
2. Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana. 
Jenis-jenis tindak pidana menurut KUHP itu terbagi atas dua jenis, 
yaitu: 
1. Kejahatan (misdrijven); 
2. Pelanggaran (overtredingen). 
Pembagian atas dua jenis tindak pidana  tersebut didasarkan pada 
perbedaan prinsip, dikatakan bahwakejahatan adalah “delik hukum” 
(rechtsdelict), sedangkan pelanggaran adalah “delik Undang-undang” 
(wetsdelict). Perbuatan menurutdelik hukum apabila sejak awalnya sudah 
dapat dirasakan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, 
sebelum di tentukan dalam Undang-undang, contohnya pembunuhan, dan 
pencurian. Sedangkan delik Undang-undang baru dapat di rasakan sebagai 
perbuatan yang bertentangan dengan hukum setelah ditentukan oleh 
Undang-undang, contohnya pelanggaran lalu lintas, dan 
gelandangan.20Akan tetapi Moeljatno mengajurkan bahwa untuk KUHP 
sebaiknya pembagian atas kejahatan dan pelanggaran itu didasarkan berat 
ringannya pidana saja. 
                                                          
20Sofyan Sastrawidjaja, Op. Cit., hlm 129 
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Jenis-jenis tindak pidana menurut doktrin atau ilmu hukum pidana:21 
a. Delik Formil dan Delik Materil 
Delik formil disebut juga dengan “delik dengan perumusan formil” 
(delict met formele omschrijving), yaitu delik yang terjadi dengan 
dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang dan di ancam dengan 
pidana oleh Undang-undang. Delik materil disebut juga dengan delik 
dengan perumusan materil (delict met meteriele omschrijving) yaitu 
delik yang baru di anggap terjadi setelah timbulnya akibat yang 
dilarang dan diancam oleh Undang-undang. 
b. Delik Komisi (commissie delict) dan Delik omisi (omissie delict) 
Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap 
larangan didalam Undang-undang atau dikenal dengan perbuatan aktif, 
seperti Pasal 362 KUHP yaitu pencurian. Sedangkan delik omisi 
adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap keharusan di dalam 
Undang-undang atau dikenal dengan perbuatan pasif, seperti Pasal 224 
KUHP yaitu keharusan menjadi saksi. 
c. Delik berdiri sendiri (zelfstanding delict) dan delik lanjutan 
(voortgezette delict) 
Delik berdiri sendiri adalah delik yang hanya terdiri atas satu 
perbuatan tertentu, misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. 
Sendangkan delik lanjutan adalah delik yang terdiri atas beberapa 
                                                          
21Ibid., hlm 135-144 
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perbuatan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, tetapi antara 
perbuatan-perbuatan itu berhubungan erat, sehingga harus dianggap 
sebagai perbuatan lanjutan. 
d. Delik tunggal (enkelvoudig delict) dan delik bersusun 
(samengesteld delict) 
Delik tunggal adalah delik yang hanya satu kali perbuatan sudah 
cukup untuk dikenakan pidana, misalnya Pasal 480 KUHP yaitu 
penadahan. Sedangkan delik bersusun adalah delik yang harus 
beberapa kali diakukan untuk dikenakan pidana. Misalnya delik-delik 
kebiasaan (gewoonte delict) Pasal 481 KUHP yaitu kebiasaan 
menadah. 
e. Delik sederhana (eenvoudig delict) dan delik berkualifikasi atau 
delik dengan pemberatan (geqwalificeerd delict) 
Delik sederhana adalah delik dasar atau delik pokok, contohnya 
Pasal 338 KUHP yaitu pembunuhan. Delik dengan pemberatanatau 
delik berkualifikasi adalah delik yang mempunyai unsur-unsur yang 
sama dengan delik dasar atau delik pokok akan tetapi ditambah dengan 
unsur-unsur lain sehingga ancaman pidananya lebih berat daripada 
delik dasar atau delik pokok. Misalnya Pasal 339 KUHP yaitu 
pembunuhan berkualifikasi. 
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f. Delik kesengajaan (doleus delict) dan delik kealpaan (culpoos 
delict) 
Delik kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja 
misalnya Pasal 338 KUHP yaitu pembunhan. Sengkan delik kealpaan 
adalah delik yang dilakukan karena kesalahannya atau kealpaannya, 
misalnya Pasal 359 KUHP yaitu karena kesalahannya (kelapaannya) 
menyebabkan orang lain mati. 
g. Delik politik (poliyik delict) dan delik umum (gemeen delict) 
Delik politik adalah delik yang ditujukan terhadap keamanan 
negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 104 – Pasal181 KUHP. 
Sedangkan delik umum adalah delik yang tidak ditujukan kepada 
keamanan negara dan kepala negara. Misalnya, Pasal 362 KHUP yaitu 
pencurian. 
h. Delik khusus (delicta propia) dan delik umum (delicta communia) 
Delik khusus adalah delik yang hanya dapat dilakukan orang 
tertentu saja, karenasuatu kualitas. Contohnya delik-delik 
militerberupa desersi dan insubordinasi. Sedangkan delik umum adalah 
delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang, misalnya Pasal 338 
KUHP yaitu pembunuhan. 
i. Delik aduan (klacht delict) dan delik biasa (gewone delict) 
Delik aduan adalah delik  yang hanya dapat dituntut jika di adukan 
oleh orang yang merasa  dirugikan. Contohnya Pasal 322-323 KUHP 
tentang membuka rahasia. Sedangkan delik biasa adalah delik yang 
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bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya 
pengaduan, contohnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian. 
2. Pertanggungjawaban Pidana 
Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan 
teorekenbaardheid atau criminal renponsibility yang menjurus kepada 
pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seorang 
terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas sesuatu tindakan 
pidana yang terjadi atau tidak.22 
Untuk dapat dipidanakan si pelaku dalam melakukan tindak pidana 
harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah di tentukan oleh Undang-
undang dan apabila tindak-tindakan itu melawan hukum serta tidak adanya 
alasan pembenar maka si pelaku akan dipertaggungjawabkan atas 
tindakan-tindakan tersebut, namun hanya seseorang yang mampu 
bertanggungjawabkan pidana harus mempunyai unsur-unsur sebagai 
berikut: 
1. Mampu bertanggungjawab 
Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelaku 
tindak pidana, jika telah melakukan tindak pidana dan memenuhi unsur-
unsurnya yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Dilihat dari sudut 
terjadi suatu tindakan yang terlarang, maka seseorang akan 
                                                          
22Andi Hamzah, Op. Cit., hlm. 167 
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dipertanggungjawabkan pidana atas tindakan-tindakantersebut, apabila 
tindakan itu melawan hukum.  
2. Kesalahan 
Kesalahan di anggap ada, apabila dengan sengaja atau karena 
kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau 
akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu 
bertanggungjawab.23 
Menurut ketentuan yang di atur dalam hukum pidana bentuk-
bentuk kesalahan terdiri dari: 
a. Kesengajaan (opzet) 
Dalam crimineel wetboek (KUHP) Pasal 1809 dicantumkan: 
“kesengajaan adalah kemampuan untuk melakukan atau tidak 
melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan 
oleh Undang-undang.24 
Tentang pengertian kesengajaan dalam hukum pidana dikenal 
dua teori, yaitu:25 
1. Teori kehendak (wilstheorie) 
Teori ini dikemukakan oleh Von Hippel, menurutnya 
kesengajaan adalah kehendak membuat suatu tindakan dan 
                                                          
23Amir ilyas, Op. Cit hlm 73 
24Leden Marpaung, asas-teori-praktik hukum pidana, sinar grafika: jakarta, 2007 hlm. 13 
25Ibid., Hlm 14 
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kehendak menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat 
dikehendaki apabila akibat itu yang menjadi maksud dari 
tindakan tersebut. 
2. Teori membayangkan (voonstellingstheorie) 
Frank adalah penganut teori ini, teori ini menjelaskan 
bahwa manusia tidak mungkin dapat mengkehendaki  suatu 
akibat. Manusia hanya dapat membayangkan suatu akibat. 
Adalah sengaja apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu 
tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan itu. 
Tindakan yang dilakukan sesuai dengan bayangan yang terlebih 
dahulu dibuatnya. 
Secara umum, para pakar hukum pidana telah menerima adanya 
tiga bentuk kesengajaan (opzet), yakni: 
1. Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk) 
Kesengajaan sebagai maksud atau niat adalah terwujudnya 
delik yang merupakan tujuan dari pelaku. Pelaku benar 
menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan 
diadakannya ancaman hukum pidana 
2. Sengaja sadar akan kepastian atau keharusan 
(zekerheidsbewustzijn) 
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Kesengajaan semacam ini, terwujudnya delik bukan 
merupakan tujuan dari pelaku, melainkan merupakan syarat 
mutlak sebelum/pada saat/ sesudah tujuan pelaku tercapai. 
3. Sengaja sadar akan kemungkinan (dolus eventualis, 
mogolijkeheidsbewustzijn) 
Kesengajaan sebagai sadar akan merupakan terwujudnya 
delik bukan merupakan tujuan dari pelaku, melainkan 
merupakan syarat yang mungkin timbul sebelum/ pada saat/ 
sesudah tujuan pelaku tercapai. 
b. Kealpaan  
Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul 
karena pelakunya tidak memenuhi standar perilaku yang telah di 
cantumkan menurut Undang-undang, kelalaian itu terjadi 
dikarenakan perilaku orang itu sendiri. Kelalaian menurut hukum 
pidana terbagi menjadi dua macam yaitu: 
1. Kealpaan perbuatan, apabila hanya dengan melakukan 
perbuatannya sudah merupakan suatu peristiwa pidana, 
maka tidak perlu melihat akibat yang timbul dari perbuatan 
tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 205 KUHP. 
2. Kealpaan akibat merupakan suatu peristiwa pidana kalau 
akibat dari kealpaan itu sendiri sudah menimbulkan akibat 
yang dilarang oleh hukum pidana, misalnya cacat atau 
28 
 
matinya orang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 259, 
Pasal 360, Pasal 361 KUHP. 
Menurut D. Schaffmeister, N. Kejizer dan E. PH. Sutoris skema 
kelalaian atau culpa yaitu:26 
1. Culpa lata yang disadari (alpa) 
Kelalaian yang di sadari, contohnya antara lain sembrono 
(roekeloos), lalai (onachttzaam), tidak acuh. 
2. Culpa lata yang tidak disadari (lalai) 
Kelalaian yang tidak disadari, contohnya antara lain kurang 
berfikir, lengah, dimana seseorang seyogianya harus sadar 
dengan risiko, tetapi tidak demikian. 
c. Alasan pemaaf 
Alasan pemaaf timbul ketika perbuatan seseorang memiliki 
nilai melawan hukum tetapi karena alasan tertentu maka pelaku 
tindak pidana dimaafkan. Alasan penghapus pidana yang termasuk 
dalam alasan pemaaf yang terdapat dalam KUHP yaitu: 
1. Daya paksa relative (overmacht) 
Overmacht merupakan daya paksa relative (vis compulsive) 
seperti keadaan darurat. Dalam Memorie van Toelichting 
(MvT) daya paksa dilukiskan sebagai kekuatan, setiap daya 
paksa orang berada dalam posisi terjepit. 
                                                          
26Amir ilyas, Op. Cit hlm.84-84 
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2. Pembelaan terpaksa yang melampau batas (noodweer 
exces) 
Pembelaan terpaksa yang melampaui batas diatur dalam 
Pasal 49 ayat (2) KUHP. Ciri dari pembelaan terpaksa yang 
melampaui batas adalah:27 
a. Pada pembelaan terpaksa melampaui batas (noodweer 
exces), pembuat melampaui batas karena keguncangan 
jiwa yang hebat; 
b. Perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap 
melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena 
keguncangan jiwa yang hebat. 
Maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi 
dasar pemaaf. Sedangka pembelaan terpaksa (noodweer) 
merupakan dasar pembenar karena tidak ada unsur melawan 
hukumnya. 
3. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi 
terdakwa mengira itu sah. 
Vos berpendapat, mengenai Pasal 51 ayat (2) KUHP bahwa 
perintah jabatan yang diberikan oleh yang tidak berwenang 
untuk lolos dari pemidanaan harus memenuhi dua syarat:28 
                                                          
27Ibid., hlm 90 
28Ibid., hlm 90 
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a. Syarat subjektif, yaitu pembuat harus dengan itikad baik 
memandang bahwa perintah itu datang dari yang 
berwenang. 
b. Syarat objektif, menekankan bahwa pelaksanaan 
perintah harus terletak dalam ruang lingkup pembuat 
sebagai bawahan. 
B. Minyak dan Gas Bumi 
1. Minyak Bumi 
Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh 
juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi 
berkaitan dengan pemgembangan batuan sedimen berbutir halus, yang 
mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan 
tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut.29 
Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks yang 
terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawa-
senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur 
karbon dan hidrogen saja. Dalam minyak bumi terdapat unsur belerang, 
nitrogen, oksigen dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi dan  
tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit yang terikat sebagai 
senyawa-senyawa organik.30 
                                                          
29A. Harjono, Teknologi Minyak Bumi, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2007 hlm 8 
30Ibid., hlm 12 
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Istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu 
Crude Oil, sedangkan istilah gas bumi berasal dari terjemahan bahasa 
inggris yaitu Natural Gas. Minyak mentah atau petroleum yang 
keberadaannya dalam bentuk kondisi alami, seperti semua jenis 
hidrokarbon, bitumen, keduanya baik dalam bentuk cair, yang di peroleh 
dengan cara kondensasi (pengeburan) atau di gali termasuk didalamnya 
dengan cara distilasi (sulingan atau saringan), tetapi tidak termasuk gas 
alam31. 
Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi atau crude oil adalah:32 
“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan 
dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termaksud aspal, 
lilin mineral atau ozokerit , dan bitumen yang diperoleh dari proses 
penambangan, tetapi tidak termasuk batu bara atau endapan 
hidriokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan 
yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan gas bumi”. 
 
Unsur utama minyak dan gas bumi adalah hidrokarbon. Hidrokarbon 
adanya senyawa-senyawa organik dimana setiap molekulnya hanya 
mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Karbon adalah unsur bukan 
logam yang banyak  terdapat di alam, sedangkan hidrogen adalah gas tidak 
berwarna, tidak berbau, tidak berasa, menyesakkan tetapi tidak bersifat 
racun. 
                                                          
31H. Salim, Hukum pertambangan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2005 hlm 
230 
32 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
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Hidrokarbon dapat digolongkan menjadi lima macam, yaitu: 
1. Parafin 
2. Naften 
3. Aromat 
4. Monoolefit 
5. Diolefin 
Senyawa hidrokarbon parafin adalah senyawa hidrokarbon jenuh 
dengan rumus umum CnH2n+2. Sifat-sifat senyawa hidrokarbon parafin, 
yaitu:33 
1. Kimia stabil pada suhu biasa tidak bereaksi dengan asam sulfat 
berasap, larutan alkali pekat, asam nitrat maupun oksidator kuat 
seperti asam khromat; 
2. Bereaksi lamban dengan klor dengan bantuan matahari; 
3. Bereaksi dengan khlor dan brom kalau ada katalis. 
Di Indonesia spesifikasi produk bahan bakar minyak ditetapkan sesuai 
dengan keputusan Direktur Jendral Minyak dan Gas Bumi. Ada beberapa 
macam cara penggolongan produk jadi yang dihasilkan oleh kilang 
minyak. Di antaranya produk jadi kilang minyak dapat dibagi menjadi: 
produk bahan bakar minyak (BBM) dan produk bukan bahan bakar 
minyak (BBBM).  
                                                          
33H. Salim, Op. Cit, hlm 231-232 
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Yang termasuk dalam produk BBM adalah: Bensir penerbangan, 
bensin motor, bahan bakar jet, kerosin, solar, minyak diesel dan minyak 
bakar. 
Yang termasuk produk BBBM ialah: Elpiji (Iiquified petroleum gases- 
LPG), pelarut,minyak pelumas, gemuk, aspal, malam parafin,hitam karbon 
(carbon black), dankokas. 
Penggolongan yang lain ialah bahwa produk jadi kilang minyak dapat 
dibagi menjadi:34 
1. Produk votalin-elpiji (LPG) dan bensin alam. 
2. Minyak ringan-bensin motor, bensin penerbangan, bahan bakar turbin 
penerbangan, pelarut, bahan bakar traktor dan kerosin. 
3. Distilat-solar, minyak diesel, dan minyak gas. 
4. Minyak pelumas- meliputi berbagai jenis minyak pelumas. 
5. Gemuk- meliputi berbagai jenis gemuk. 
6. Malam- meliputimalam parafin, malam kristal mikro (micro crystalline 
wax). 
7. Residu- minyak bakar, kokas petroleum, aspal, hitam karbon. 
8. Produk khusus- hidrokarbon, bahan kimia, insektisid. 
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2. Gas Bumi 
Dalam kamus besar bahasa Indonesia, gas bumi atau biasa disebut gas 
alam atau gas rawa adalah bahan bakar fosil berbentuk gas yang terdiri 
dari Metana CH3. 
Pengertian gas bumi itu sendiri di atur dalam Pasal 1 angka (2) 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi 
adalah:35 
“hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan 
dan temperatur atmosfer berupa fase gas yang di peroleh dari proses 
penambangan Minyak dan Gas Bumi”. 
 
Dari penjelasan Pasal diatas tersebut bahwa Gas Bumi adalah hasil 
Proses alami Hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur 
atmosfer berupa  fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan 
Minyak dan Gas Bumi. 
C. Kegiatan Usaha Huludan Pengelolaan Minyak Bumi Secara Umum 
1. Kegiatan Usaha Hulu 
Dalam dunia pertambangan Minyak dan Gas Bumi, ada dua kegiatan 
usaha yaitu kegiatan Usaha Hulu dan kegiatan Usaha Hilir. Menurut 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
bahwa kegiatan Usaha Hulu adalah 
                                                          
35Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
35 
 
“kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan 
Eksplorasi dan Eksploitasi” 
  
Kegiatan usaha Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyaak dan Gas Bumi 
dilaksanakan dan dikendalikan melalui kontrak kerja sama, dan paling 
sedikit membuat persyaratan: 
1. Kepemilikan sumber daya alam tetap ditangan pemerintah sampai 
pada titik penyerahan; 
2. Pengendalian manajemen operasi pada badan pelaksanaan; 
3. Modal dan resiko seluruhnya ditanggung badan usaha atau bentuk 
usaha tetap. 
Menurut SNI (standar Internasional Indonesia) eksplorasi adalah 
kegiatan penyelidikangeologi yang dilakukan untuk mengidentifikasi, 
menentukan lokasi, ukuran, bentuk, letak, kuantitas dan kualitas suatu 
endapan bahan galian untuk kemudian dapat dilakukan analisis/kajian 
sebelum kemudian dilakukannya pertambangan. 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi dalam Pasal 1 ayat 8 dijelaskan bahwa “Eksplorasi adalah 
kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi 
untuk menemukan danmemperoleh perkiraan cadangan Minyak dan Gas 
Bumidi Wilayah kerja yang di tentukan. 
Tujuan kegiatan ekplorasi adalah: 
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1. Memperoleh informasi mengenai kondisi geologi. 
2. Menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas 
bumi. 
3. Tempatnya di wilayah kerja yang ditentukan.  
Menurut kamus hukum eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa 
persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, 
kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik perbudakan, 
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau 
secara melawan hukum memindahakan atau mentransplantasi organ 
dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan 
seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil 
maupunimmateril. 
Sedangkan menurut kamus besar bahasa indonesia eksploitasi adalah 
pengusahaan pendayagunaan nikel di daerah itu di lakukan oleh 
perusahaan asing atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri dan 
pengisapan. 
Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi dalam Pasal 1 ayat 9 dijelaskan dengan jelas bahwa ekspoitasi 
adalah “rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan Minyak 
dan Gas Bumi dari Wilayah Kerja yang ditentukan, yang terdiri atas 
pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, 
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penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian Minyak 
dan Gas Bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya”. 
Jadi pada dasarnya eksploitasi adalah tindakan yang terus menerus atau 
berkelanjutan setelah dilakukannya eksplorasi dan hasil dari ekplorasi ini 
menununjukan adanya sumber Minyak dan Gas Bumi. 
Tujuan kegiatan eksploitasi adalah untuk menghasilkan minyak dan 
gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas:36 
1. Pengeboran; 
2. Pembangunan sarana pengangkutan; 
3. Penyimpanan; 
4. Pengelolaan untuk pemisahan dan pemurnian dan gas bumi 
dilapangan; 
5. Kegiatan lain yang mendukungnya. 
2. Pengelolaan minyak bumi secara umum 
Suatu cara yang paling penting untuk memisahkan minyak mentah ke 
dalam fraksi-fraksinya ialah distilasi. Sifat-sifat fraksi tergantung kepada 
komposisi minyak mentah dantergantung kepada tipe produk jadi yang 
diinginkan. Adapun fraksi-fraksi yang biasanya dapat diperoleh dari 
minyak mentah, daerah didihnya dan penggunaannya adalah sebagai 
berikut: 
                                                          
36H. Salim HS.. Op. Cit. hlm 237-238 
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Bahan bakar gas -259o sampai -44o F Metan, etan dan sedikit 
propan. Untuk bahan 
bakar kilang. 
Propan  -44o Elpiji.  
Butan  31o F Dicampur dengan bensi 
untuk menaikkan 
volatilitas bensin. 
Nafta ringan 30o sampai 300o  F Komponen bensin motor. 
Nafta berat 300o sampai 400o F Umpan reformer 
katalitik. Dicampur 
dengan minyak gas 
ringan untuk membuat 
bahan bakar jet.  
Kerosin 400o sampai 500o F Bahan bakar kerosin. 
Minyak tungku 400o sampai 550o   Sama dengan kerosin, 
tetapi dengan titik didih 
akhir yang lebih tinggi. 
Minyak gas ringan 400o sampai 600o F Untuk bahanbakar dapur 
dan bahan bakar diesel; 
dapat dicampur dengan 
minyak tungku untuk 
menurunkan titik tuang 
Minnyak gas berat 600o sampai 800o F Dapat dicampur dengan 
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minyak gas hampa 
sebagai umpan untuk 
rengkahan katalitis 
Minyak gas hampa 800o sampai 1100o F Umpan untuk unit 
rengkahan katalitis 
Residu pendek 1000+o F Untuk minyak bakar 
berat. Dapat dibuat aspal 
Sumber Data: Teknologi Minyak Bumi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta. 
Pada umunya tidak ada fraksi-fraksi atau gabungan fraksi-fraksi 
yang diperoleh dari pemisahan minyak mentah yang begitu saja digunakan 
sebagai produk minyak bumi. Masing-masing biasanya masih harus 
mengalami perlakuan (treating) lebih lanjut yang berbeda-beda tergantung 
kepada kotoran-kotoran yang ada dalam fraksi dan sifat-sifat yang 
diinginkan dalam produk jadi. Perlakuan yang paling sederhana terhadap 
fraksi ialah pencucian soda untuk menghilangkan senyawa belerang. 
Sedangkan serangkaian perlakuan yang kompleks adalah perlakuan pelarut 
(solvent treating), pengawamalaman dengan pelarut (solven dewaxing), 
perlakuan lempung (clay treating) dan perlakuan hidro (hydrotreating) 
serta pencampuran (blending) untuk menghasilkan minyak. 
Di antara proses-proses yang kompleks adalah proses-proses yang 
berhubungan dengan pembuatan bensin. Didalam minyak mentah ada 
sedikit komponen yang cocok untuk dibuat bensin modern. Untuk itu 
maka kilang minyak harus mempunyai unit-unit yang dapat mengubah 
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fraksi-fraksi menjadi komponen bensin motor yang baik. Diantaranya 
adalah unit reforming dan rangkaian katalitis. 
D. Bahan Bakar Minyak Bersubsidi 
Subsidi merupakan bantuan yang di berikan kepada produsen atau 
konsumen agar barang atau jasa yang di hasilkan harganya lebih rendah 
dengan jumlah yang dapat dibeli lebih banyak. Besarnya subsidi yang di 
berikan  biasanya tetap untuk setiap unit barang, dengan adanya subsidi 
diharapkan oleh pemerintah harga barang menjadi lebih rendah. Pemerintah 
disini menanggung sebagian dari biaya produksi dan pemasaran. Penjelasan di 
atas merupakan subsidi untuk produsen seperti pada kasus subsidi BBM yang 
terjadi di Indonesia.37 
Sejarah pemberian subsidi BBM sudah sangat panjang. Di masa lalu, 
struktur ekonomi Indonesia berbeda. Kala itu, negara mampu menanggung 
subsidi BBM karena Indonesia adalah negara ekposportir minyak. Sehingga, 
setiap kenaikan harga minyak selalu menjadi tambahan pendapatan bersih bagi 
negara. Kini, Indonesia sudah menjadi negara importir minyak dan 
Indonesiajuga sudah keluar dari OPEC, organisasi pengekspor minyak sejak 
tahun 2008, dan penggunaan BBM masih sangat Rendah.38 
                                                          
37Y. Sri Susilo, Bahan Bakar Minyak (BBM) & Perekonomian Indonesia, Gosyen Publishing: 
Yogyakarta, 2013, Hlm 13 
38Tim sosialisasi penyesuaian subsidi bahan bakar minyak, Bersama-Sama Selamatkan Uang 
Rakyat- Mencegah Penggelembungan Subsidi BBM Yang Tidak Adil Dan Salah 
Sasaran,Direktorat Jendral Informasi Dan Komunikasi Publik Kementrian Komuniaksi Dan 
Informatika RI: Jakarta Pusat, 2013, hlm 16 
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BBM bersubsidi merupakan selisih negatif antara hasil penjualan BBM 
dengan biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan dan distribusi BBM dalam 
negeri.  
Jenis BBM yang disubsidi oleh pemerintah adalah bahan bakar yang 
berasal dan/atau diolah dari minyak bumi dan/atau bahan bakar yang berasal 
dari minyak bumi yang telah dicampurkan dengan bahan bakar lain dengan 
dengan jenis, standar, dan mutu (spesifikasi), harga volume dan konsumen 
pengguna tertentu. 
E. Bensin dan Solar 
1. Bensin 
1.1. Pengertian Bensin 
Bensin atau dalam bahasanya adalah bensin motor adalah campuran 
kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yang 
mempunyai daerah didih ASTM sekita 40o sampai 80o C, dan digunakan 
sebagai bahan bakar kendaraan. Menurut ASTM, bensin dibagi ke dalam 
lima kelas berdasarkan volatilitasnya (volatility class), yaitu kelas 
volatilitas A, B, C, D dan E (ASTMD 439-89). Spesifikasi ini menetapkan 
karakteristik bensin motor untuk digunakan di daerah-daerah dengan 
kondisi operasi yang berbeda-beda sesuai dengan perubahan cuaca daerah 
dimana bensin itu digunakan. 
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Sejauh ini kilang minyak di Indonesia memproduksi lima jenis bensin 
motor, yaitu:39 
1. Bensin premium 88 yang mempunyai angka oktan riset minimum 
88, berwarna kuning dan menggunakan pengungkit oktan TEL 
maksimum 1,5 ml per galon Amerika bensin. 
2. Bensin premix 94 yang mempunyai angka oktan riset minimum 94, 
berwarna oranye, menggunakan pengungkit oktal TEL dengan 
kandungan Pb maksimum 0,45 gr/l dan metil tersier butil eter 
(MTBE) maksimuum 15% volum. 
3. Bensin super Ttyang mempunyai angka oktan riset minimum 95, 
tidak berwarna dan tidak mengandung TEL. Dapat ditambahkan 
MTBE Maksimum 10% volum untuk memenuhi spesifikasi angka 
oktan. 
4. Bensin prima TT yang mempunyai angka oktan riset minimum 98, 
tidak berwarna dan tidak mengandung TEL. Dapat ditambahkan 
MTBE maksimum 15% volum untuk memenuhi spesifikasi angka 
oktan. 
5. Bensin petro 2T yang mempunyai angka oktan riset minimum 72 
berwarba hijau dengan kandungan timbal (Pb) maksimum 0,1 gr/l. 
Ditambhakan MTNE maksimum 15% volum untuk memenuhi 
spesifikasi angka oktan. Bensin ini khusus digunakan untuk mesin 
motor bakar dua langkah. 
                                                          
39A. Harjono, Op. Cit., hlm 63-64 
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1.2. Komposisi Bensin 
Kecenderungan mengetuk bensin didalam silinder tergantung kepada 
jenis, ukuran dan struktur molekul hidrokarbon dalam bensin dan jumlah 
pengungkit oktan yang ditambahkan dalam bensin. Kecenderungan 
senyawa hidrokarbon untuk mengetuk dalam mesin akan bertambah besar 
menurut urutan sebagai berikut: 
Aromat- - - -i-parafin- - --olefin- - - -naften- - - -n-parafin 
Untuk suatu deret homolog senyawahidrokarbon, makin besar ukuran 
molekul,makin besar kecenderungan mengetuk di dalam mesin. Misalnya 
angka oktan deret homolog senyawa hidrokarbon n-parafin dari metan 
sampai heksan akan menurun . 
Senyawa Hidrokarbon Angka Oktan 
CH4 100+ 
C2H6 100+ 
C3H8 95 
C4H10 90 
C5H12 62 
C6H14 26 
C7H16 0 
Angka oktan senyawa hidrokarbon n-parafin 
Sumber Data: Teknologi Minyak Bumi, Gajah Mada  
University Press, Yogyakarta. 
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2. Solar 
2.1. Penegrtian Solar 
Solar atau bahan bakar diesel ialah fraksi minyak bumi yang mendidih 
sekitar 175-370o C yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. 
Diesel atau solar kebanyakan digunakan untuk keperluan transportasi yang 
memerlukan kecepatan mesin yang lebih tinggi dan yang memerlukan 
bahan bakar yang lebih khusus. 
Di Indonesia diproduksi dua macam bahan bakar diesel, yaitu minyak 
solar untuk mesin diesel dengan kecepatan perputaran tinggi dan minyak 
diesel untuk mesin diesel dengan kecepatan perputaran sedang.40 
2.2. Komposisi Solar 
Bahan bakar solar memiliki komposisi yaitu, terdiri dari senyawa 
hidrokarbon juga senyawa non-hidrokarbon. Senyawa hidrokarbon ini 
terdiri dari parafinik, naftenik, olefin dan aromatik. Sedangkan senyawa 
non-hidrokarbon terdiri dari senyawa yang mengandung berbagai unsur 
non logam seperni N, S, O juga unsur logam lain seperti nikel, vanadium, 
dan besi. 
F. Kegiatan Usaha Hilir 
Kegiatan usaha hilir diatur dalam Pasal 1 angka 10, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 
23 sampai dengan Pasal 25 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001tentang 
                                                          
40Ibid., hlm 96 
45 
 
Minyak dan Gas Bumi. Kegiatan usaha hilir adalah kegiatan usaha yang yang 
berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha: 
1. Pengolahan; 
2. Pengangkutan; 
3. Penyimpana; 
4. Niaga. 
Pengolahan terdiri dari kegiatan memurnikan, memperoleh bagian-bagian, 
mempertinggi mutu, dan mempertinggi nilai tambah minyak bumi 
dan/ataugas bumi, tetapi tidak termasuk golongan lapangan. 
Pengangkutan terdiri dari kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi, 
dan/atau hasil olahannya; dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan 
dan pengolahan; dan termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi 
dan distribusi 
Penyimpanan adalah kegiatan berupa penerimaan; pengumpulan; 
penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan/atau gas  bumi. 
Niaga adalah kegiatan terdiri dari pembelian, penjualan, ekspor, impor 
minyak bumi dan/atau hasil olahannya termasuk niaga gas bumi melalui 
pipa.41 
                                                          
41H. Salim HS., Op. Cit. hlm 243 
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Menurut Pasal 12 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 
Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, kegiatan 
usaha hilir meliputi: 
1. Kegiatan usaha pengolahan yang meliputi kegiatan memurnikan, 
memperoleh bagian-bagian, mempertingggi mutu, dan mempertinggi 
nilai tambah Minyak dan Gas Bumi, Hasil Olahan, LPG dan/atau LNG 
tetapi tidak termasuk Pengolahan Lapangan; 
2. Kegiatan usaha pengangkutan yang meliputi pemindahan minyak 
Bumi, Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan/atau 
Hasil olahan baik melalaui Darat, air dan/atau udara termasuk 
pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa dari suatu tempat ke tenpat lain 
untuk tujuan komersial; 
3. Kegiatan usaha penyimpanan yang meliputi kegiatan penerimaan, 
pengumpulan dan pengeluaran Minyak Bumi, Bahan Bakar Minyak, 
Bahan Bakar Gas, dan/atau olahan pada lokasi di atas dan/atau di 
bawah permukaan tanah dan/atau permukaan air untuk tujuan 
komersial; 
4. Kegiatan usaha niaga yang meliputi kegiatan pembelian, penjualan, 
ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas 
dan/atau hasil olahan, termasuk gas bumi melalui pipa. 
Kegiatanusaha hilir diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha 
yang wajar, sehat, dan transparan. Kegiatan usaha hilir dilaksanakan dengan 
izin usaha. Izin usaha adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk 
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melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Badan usaha baru dapat 
melaksanakan kegiatannya setelah mendapat izin usaha dari pemerintah. Izin 
usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak bumi dan/atau kegiatan 
usaha gas bumi dibedakan atas: 
1. Izin usaha pengolahan; 
2. Izin usaha pengangkutan; 
3. Izin usaha penyimpanan; 
4. Izin usaha niaga. 
Setiap badan usaha dapat diberi lebih dari satu izin usaha sepanjang tidak 
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Izin usaha biasanya memuat nama penyelenggara; jenis usaha yang diberikan; 
kewajiban dalam penyelenggaraan pengusahaan; syarat-syarat teknis. 
Setiap izin usaha yang telah diberikan hanya dapat digunakan sesuai 
dengan peruntukannya. Pemerintah dapat menyampaikan teguran tertulis, 
menangguhkan kegiatan, membekukan kegiatan atau mencabut izin usaha 
berdasarkan: 
1. Pelanggaran terhadap salah satu persyaratan yang tercantum dalam izin 
usaha; 
2. Pengulangan pelanggaran atas persyaratan izin usaha; 
3. Tidak memenuhi persyaratan yang ditetepkan berdasarkan Undang-
undang. 
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Sebelum melaksanakan pencabutan izin usaha, pemerintah terlebih dahulu 
memberikan kesempatan selama jangka waktu tertentu kepada badan usaha 
untuk meniadakan pelanggaran yang telah dilakukan atau pemenuhan 
persyaratan yang ditetapkan. Kegiatan usaha hilir dapat dilaksanakan oleh: 
1. Badan Usaha Milik Negara; 
2. Badan Usaha Milik Daerah; 
3. Koperasi, usaha kecil; dan 
4. Badan usaha swasta. 
G. Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga 
Niaga adalah padanan dari istilah dagang, yaitu kegiatan menjalankan 
usaha dengan cara membeli barang dan menjualnya lagi, menyewakan barang, 
atau menjual jasa dengan memperoleh keuntungan atau laba. 
Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 dan PP No. 36 Tahun 2004 tidak 
mengatur adanya tahapan pemberian izin. 
Niaga dalam Pasal 1 angka 14 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi menngartikan bahwa niaga adalah kegiatan 
penjualan, pembelian, ekspor, dan impor minyak bumi dan/atau hasil olahan, 
termasuk niaga gas bumi melalui pipa. 
Yang lebih rinci lagi tentang kegiatan usaha niaga terdapat di dalam Pasal 
12 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan 
Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi bahwa kegiatan usaha niaga meliputi 
kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar 
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minyak, bahan bakar gas, dan/atau hasil olahan termasuk Gas Bumi melalui 
pipa. 
Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 menjelaskan 
bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha Untuk 
melaksanakan Pengelolaan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga 
dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. 
Ketentuan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha diatur 
secara tegas dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang nomor 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. 
“niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha 
Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) Tahun 
dan denda paling tinggi Rp. 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah)” 
 
Berdasarkan apa yang terdapat dalam Pasal 53 huruf dUndang-undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bahwa yang dimaksud 
dengan niaga tanpa izin usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh badan atau 
perseorang dalam menjual, membeli, ekspor, impor bahan bakar minyak tanpa 
izin yang di keluarkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Alam. 
Ketentuan pidana pokok mengatur tentang niaga bahan bakar minyak 
tanpa izin usaha adanya pidana penjara dan pidana denda. 
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H. Pertimbangan Hakim Dalam Menjahtuhkan Putusan 
Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dapat dibagi menjadi 
dua kategori, yaitu: 
1. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 
Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 
didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan 
oleh Undang-undang di tetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam 
putusan, Hal-hal yang dimaksud tersebut antara lain: 
a. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena 
berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Dakwaan 
selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana 
yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat pidana itu 
dilakukan. Dakwaan yang menjadi pertimbangan hukum adalah 
dakwaan yang dibacakan di depan sidang pengadilan. 
b. Keterangan terdakwa 
Keterangan terdakwa adalah keterangan apa yang dinyatakan 
terdakwa di sidang pengadilan tentang perbuatan yang dilakukan.  
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c. Keterangan saksi 
Keterangan saksi di kategorikan sebagai alat bukti sepanjang 
keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar 
sendiri, lihat sendiri, alami sendiri, dan harus di sampaikan dalam 
sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. 
d. Barang- barang bukti 
Pengertian barang bukti disini adalah semua benda yang dapat 
dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut didepan sidang 
pengadilan. Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan 
akan menambah keyakinanhakim dalam menilai benar tidaknya 
perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa. 
e. Pasal-Pasal dalam peraturan hukum pidana 
Didalam persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu selalu 
dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut 
umum dan hakim  berusaha untuk membuktikan dan memeriksa 
melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau 
tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal peraturan 
hukum pidana. 
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2. Pertimbangan Yang Bersifat Non Yuridis (Sosiologis) 
Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang bertitik tolak 
pada dampak yang merugikan dan merusakan tatanan dalam kehidupan 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 
Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh 
Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu perkara, yaitu: 
a. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang 
hidup di masyarakat. 
b. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai 
yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa. 
c. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, dan 
peranan korban. 
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau di terapkan 
e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Dalam mendapatkan data dan informasi yang akan mendukung penelitian 
ini, maka sepatutnya penulis melakukan penelitian dengan memilih lokasi 
penelitian di Pengadilan Negeri Pangkajene dan Kepulauan (pangkep). 
Pengumpulan data dan informasi juga dilakukan penulis di beberapa tempat 
seperti Perpustakaan Pusat Universitas Hasanuddin dan Perpustakaan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
B. Jenis dan sumber data 
Data yang digunakan dalam penyusunan ini bersumber dari data yang 
relevan.Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu: 
1. Data primer 
Data yang diperoleh dengan mengadakan wawancara secara langsung 
kepada pihak yang terkait dalam putusan yang penulis teliti. 
2. Data sekunder 
Data sekunder adalah data normatif yang diperoleh dari penelitian 
kepustakaan berupa lireatur-literatur, dokumen, buku, karya ilmiah, 
artikel-artikel, serta peraturan perundang-undangan dan bahan tulis yang 
berkaitan dengan objek kajian penulis. 
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C. Teknik pengumpulan data 
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk memperoleh 
datadan informasi terbagi atas dua, yaitu: 
1. Teknik wawancara 
Teknik wawancara yaitu megumpulkan data secara langsung melalui 
tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan 
melakukan wawancara secara tidakterstruktur untuk memperoleh data 
dan informasi yang diperlukan. 
2. Teknik studi dokumen 
Teknik studi dokumen atau studi kepustakaan yaitu suatu teknik 
pengumpulan data dengan mempergunakan dokumen-dokumen, 
catatan-catatan, laporan-laporan, buku-buku, media elektronik dan 
bahan-bahan yang relevan dengan permasalahanyang dibahas. 
D. Analisis data 
Dalam memperoleh data penulis menggunakan pendekatan yuridis yakni 
dengan cara meneliti bahan pustaka, putusan Pengadilan Negeri Pangkep, dan 
melakukan wawancara langsung terhadap hakim yang memeriksa, mengadili 
dan memutuskan perkara. kemudian dari hasil data yang diperolehdari studi 
kepustakaan disajikan secara deskritif. Penggunaan dari metode tersebut 
dimaksudkan agar penulis dapat menggambarkan keseluruhan data yang 
diperoleh. Dari data tersebut dihubungkan dengan rumusan peraturan 
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perundang-undangan yang ada, dan analisis guna menjawab permasalahan 
yang di teliti oleh penulis. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil Terhadap Tindak Pidana Niaga 
Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga 
Sebelum Penulis membahas tentang penerapan hukum pidana materiil 
yang terdapat dalam kasus yang di teliti, maka pertama-tama penulis akan 
menjelaskan apa yang dimaksud dengan pidana materil, Hukum Pidana 
berdasarkan materi yang diaturnya terdiri dari Hukum Pidana Formil dan 
Hukum Pidana Materiil. Hukum pidana materil terdiri dari perbuatan apa saja 
dapat dihukum, siapa yang dapat dihukum dan hukuman apa yang dapat 
dijatuhkan.42 
Dalam bukunnya, sofjan sastrawidjaja menjelaskan bahwa hukum pidana 
materiil adalah seluru peraturan yang memuat:43 
a. Perbuatan-perbuatan apakah yang dapat diancam pidana. 
b. Siapakah yang dapat dipidana, atau dengan kata lain mengatur 
pertanggungjawaban terhadap hukum pidana. 
c. Pidana apakah yang dapat dijatuhkan terhadap seseorang yang 
melakukan tindak pidana. Atau yang lebih dikenal dengan hukum 
Penitensier. 
                                                          
42Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia – Suatu Pengantar, PT Rafika Aditama: 
Bandung, 2011 Hlm 14. 
43Sofjan Sasttrawidjaja, Op. Cit., hlm 13-14 
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Dari kedua pengertian Pidana Materil tersebut, penulis dapat 
menyimpulkan bahwa Hukum Pidana Materil yaitu kumpulan peraturan yang 
mengatur tentang siapa yang dapat di hukum, perbuatan apa saja yang dapat 
diancam pidana,  serta aturan hukuman apa yang di berikan. 
Setelah penulis menguraikan pengertian pidana materil itu sendiri, lebih 
lanjut akan menguraikan penerapan hukum pidana materil dalam kasus yang 
penulis teliti, namun penulis akan menguraikan terlebih dahulu posisi kasus 
dari putusan yang penulis teliti: 
1. Posisi Kasus 
Pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 13.00 Wita 
bertempat di tepi sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, Kelurahan 
Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, pada waktu itu 
Tim Direktorat Reserse Kriminal Khusus Daerah Sulawesi Selatan 
melakukan pemeriksaan di sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, 
Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, 
menemukan perahu warna biru yang mengangkut 24 (dua puluh empat) 
jerigen berisi solar @30 liter, selanjutnya Tim Direktorat Reserse Kriminal 
Khusus Daerah Sulawesi Selatan menemukan 6 (enam) jerigen berisi solar 
@30 liter di belakang rumah lelaki Yaddu. Setelah  melakukan interogasi 
didapat keterangan bahwa jerigen yang berisi solar tersebut adalah milik 
Terdakwa NASARUDDIN Bin UDDIN yang dibeli atau diperoleh dari 
kapal yang singgah di perairan sungai Kalibone dan juga dari SPDN di 
Kampung Solo. NASARUDDIN Bin UDDIN mengaku membeli solar di 
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SPDN yang merupakan BBM Subsidi Pemerintah dengan harga 
Rp.6.400,- (enam ribu empat ratus rupiah) per liter, sedangkan untuk solar 
yang Terdakwa NASARUDDIN Bin UDDIN beli di Kapal dengan harga 
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per jerigen dan dijual dengan harga 
Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per jerigen kepada yang 
membutuhkan yaitu daerah-daerah pulau yang ada di kabupaten pangkep 
dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kegiatan yang dilakuakan oleh 
NASARUDDIN Bin UDDIN ini sejak tahun 2011 dan Terdakwa tidak 
memiliki izin pengangkutan ataupun izin penyimpanan maupun izin niaga 
BBM dari Kementerian ESDM. Setelah dilakukan pemeriksaan 
Laboratorium Terminal BBM dan LPG Makassar No.0344/2015 tanggal 9 
Maret 2015 bahwa barang bukti Bahan Bakar Minyak (BBM) minyak 
Solar adalah benar Bahan Bakar Minyak jenis Solar dan sesuai dengan 
spesifikasi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar Pertamina.  
2. Dakwaan jaksa penuntut umum 
Dalam dakwaannya, penuntut umum mendakwa terdakwa dengan 
menggunakan dakwaan: 
Dakwaan Kesatu : 
Bahwa ia Terdakwa NASARUDDIN Bin UDIN pada hari Kamis, 
tanggal 5 Februari 2015 sekitar jam 13.00 Wita atau setidak-tidaknya pada 
waktu-waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2015 bertempat di tepi 
sungai Kalibone, Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, 
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Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep atau setidak-tidaknya di 
tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan 
Negeri Pangkajene, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ia 
Terdakwa yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan 
Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 55 Undang-undang R.I. No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan 
Gas Bumi ; 
Atau: 
Kedua 
Primair: 
Bahwa ia Terdakwa NASARUDDIN Bin UDIN pada waktu dan 
tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan Kesatu di atas, ia Terdakwa 
melakukan pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf b Undang-undang R.I. No. 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ; 
 Subsidair : 
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Bahwa ia Terdakwa NASARUDDIN Bin UDIN pada waktu dan 
tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, ia Terdakwa 
melakukan Penyimpanan tanpa izin usaha penyimpanan. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c Undang-undang R.I. No. 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi ; 
Lebih Subsidair : 
Bahwa ia Terdakwa NASARUDDIN Bin UDIN pada waktu dan 
tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan kesatu di atas, ia Terdakwa 
melakukan Niaga tanpa izin usaha niaga. 
Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam 
Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf d Undang-undang R.I. No. 22 
Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. 
3.  Tuntutan Penuntut Umum 
 Tuntutan jaksa penuntut umum 
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh 
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : 
1. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN Bin UDDIN terbukti 
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“melakukan penyimpanan bahan bakar minyak berupa solar tanpa 
izin usaha penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 
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huruf (c) jo. Pasal 23 Ayat (2) huruf c UU RI No. 22 Tahun 2001 
tentang minyak dan gas bumi ; 
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NASARUDDIN Bin 
UDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) 
bulan, dan denda sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta 
rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ; 
3. Menetapkan Barang Bukti berupa : 
- 1 (satu) unit perahu berwarna biru bermesin dompeng ; 
Dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Nasaruddin. 
- Bahan Bakar Minyak jenis solar kurang lebih 900 liter yang 
ditampung dalam jeregen sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen dan 
sudah dilelang dengan hasil lelang sebesar Rp.6.300.000,00 
(enam juta tiga ratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara ; 
4. Menetapkan supaya Terdakwa Nasaruddin Bin Uddin dibebani 
membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah). 
4.  Analisis Penulis 
 Surat dakwaan yang digunakan jaksa penuntut umum pada kasus ini 
adalah bentuk dakwaan kombinasi, gabungan antara dakwaaan alternatif 
dan subsidair. Dikatakan kombinasi karena di dalam bentuk ini 
dikombinasikan atau digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan 
dakwaan alternatif dan/ atau subsidair. Bentuk dakwaan alternatif yang 
ditandai dengan kata sambung “atau”, namun pada dakwaan kedua, 
penuntut umum menggunakan dakwaaan subsidaritas. Dalam surat 
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dakwaan alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara 
berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat 
mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini 
digunakan karena jaksa penuntut umum belum dapat memastikantentang 
Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan. Dalam dakwaan 
alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu 
dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan 
jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak 
perlu dibuktikan lagi. Dakwaan alternatif hanya di gunakan untuk delik 
formil dimana perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang 
diancam didalam Undang-undang, sedangkan dakwaan kombinasi dibuat 
agar terdakwa tidak lepas atau bebas dari dakwaan dengan dilatar 
belakangi oleh kompleksnya masalah yang di perbuat yang di lakukan oleh 
terdakwa.  
Tapi perlu kita ketahui bahwa dakwaan kombinasi adalah dakwaan 
yang berisi gabungan dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif 
dan/atau subsidaritas. Berupa gabungan delik formil dan delik materil, 
Pada dasarnya tindak pidana yang di lakukan oleh terdakwa yang di 
dakwakan oleh jaksa penuntut umum keempat-empatnya adalah delik 
formil, maka penggunaan dakwaan kombinasi itu tidak tepat. Begitupun 
dengan penggunaan dakwaan subsidaritas karena dakwaan subsidaritas 
hanya di peruntungkan bagi delik materil, Dakwaan subsidaritas pada 
prakteknya di ajukan apabila tindak pidana yang dilakukan adalah 
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menimbulkan sebuah akibat dan akibat yang timbul itu meliputi atau 
bertitik singgung dengan beberapa ketentuan.44 Dalam ilmu hukum pidana 
suatu tindak pidana yang menimbulkan akibat biasa dikenal dengan delik 
materil padahal tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa termasuk 
kedalam delik formil. 
Menurut penulis, Penuntut umum dalam hal penyusunan dakwaan 
telah keliru menilai apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa 
termasuk dalam delik formil maupun materil, kemudian penggunaan kata 
“primair-subsidair” (menunjukkan dakwaan subsidaritas) dimana diawali 
dengan pengunaan kata “ATAU” (menunjukkan dakwaan alternatif) yang 
di gunakan oleh jaksa penuntut umum dalam delik formil dan delik materil 
atau hanya delik formil saja. Yang mana perlu di pahami bahwa dakwaan 
susidaritas digunakan jika uraian perbuatan terdakwa adalah delik 
materil.Dakwaan alternatif digunakan jika uraian perbuatan terdakwa 
adalah delik formil sedangkan dakwaan kombinasi (gabungan dakwaan 
subsidaritas dan alternatif), digunkan jika uraian perbuatan terdakwa 
memuat delik materil (pada bagian susidaritas) dan delik formil (pada 
bagian dakwaan alternatifnya). 
Seharusnya dalam dakwaan ini penuntut umum menggunakan 
dakwaan alternatif saja dengan alasan pertama bahwa tindak pidana yang 
dilakukan termasuk kedalam delik formil, dimana pada perbuatan yang di 
                                                          
44M.Yahya Harahap, Pembahasan Dan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP – Penyidikan 
Dan Penuntutan, Sinar Grafika: jakarta, 2000, hlm 402 
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perbuat yang dilakukan oleh terdakwa tidak memiliki tingkatan akan tetapi 
penuntut umum ragu untuk menentukan tindak pidana apa yang paling 
tepat untuk didakwakan kepada terdakwa, kemudian dalam hal ini tindak 
pidana yang dilakukan oleh terdakwa berada dalam persentuhan beberapa 
bentuk tindak pidana yang saling berdekatan corak dan ciri tindak 
pidananya dan peristiwa pidana itu sendiri tidak sampai menimbulkan 
concursus. 
Sehingga, susunan dakwaan penuntut umum seharusnya adalah: 
Pertama 
Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau 
Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah;  
ATAU 
Kedua 
Setiap orang yang Tanpa izin usaha Pengangkutan yang 
diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan 
usaha Gas Bumi  
ATAU 
Ketiga  
Tanpa izin usaha Penyimpanan yang diperlukan untuk kegiatan 
usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi  
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ATAU 
Keempat 
Tanpa izin usaha Penyimpanan yang diperlukan untuk kegiatan 
usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi. 
Karena dalam tuntutan jaksa penuntut umum, pada pokoknya 
menyatakan terdakwa Nasaruddin bin Uddin terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan tindak pidana “melakukan penyimpanan tanpa izin 
usaha penyimpanan, sebagaimana dimaksud dalam  pasal 53 huruf c Jo. 
Pasal 23 ayat 2 huruf c Undang-undang No. 22 Tahun 2001 Tentang 
Minyak dan Gas Bumi. 
Maka penulis hanya menjelaskan unsur-unsur dari pasal 53 huruf C 
Undang-undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan gas bumi: 
“setiap orang” 
Unsur setiap orang bermakna sama dengan unsur barang siapa, yaitu 
individu sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban. Yang 
didudukan sebagai terdakwa, untuk mempertanggung jawabkan perbuatan 
yang telah dilakukan. Dalam perkara ini jaksa penuntut umum mengajukan 
Nasaruddin bin Uddin selaku terdakwa. Selaku terdakwa ia dapat 
menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh manjelis hakim dan 
penuntut umum, atas pertanyaan hakim ketua majelis, tentang identitas 
dirinya ia mengaku mempunyai identitas yang telah sesuai yang telah di 
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cocokkan dalam surat dakwaan penuntut umum. Maka dengan demikian 
unsur setiap orang telah terpenuhi. 
“Melakukan penyimpanan bahan bakar minyak bersubsidi tanpa izin 
usaha penyimpanan” 
Pengertian Penyimpanan sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 1 
angka 13 Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
Bumi adalah Kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan, dan 
pengeluaran minyak bumi dan/atau gas bumi.Didalam ketentuan Pasal 5 
Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi 
disebutkan bahwa kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas: 
Kegiatan Usaha Hulu yang mencakup Eksplorasi, Eksploitasi 
dan,Kegiatan Usaha Hilir yang mencakup, Pengolahan, Pengangkutan, 
Penyimpanan, Niaga. Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 angka 2 dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat 
izin Usaha dari Pemerintah (Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No. 22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi). Mengenai pengertian Izin 
Usaha telah diatur secara jelas dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang 
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam pasal 1 angka 
20 disebutkan izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha 
untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau 
Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Berdasarkan 
fakta dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi dengan keterangan 
Terdakwa bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 5 februari 2015 bertempat 
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di Kalibone Kampung Padang Lau, kelurahan Tekolabua, kecamatan 
Pangkajene Kabupaten Pangkep. Telah melakukan penyimpanan bahan 
bakar minyak bersubsidi jenis solar sebanyak 6 (enam) jerigen yang 
didapat di SPDN dan membeli dari kapal-kapal yang bersandar di 
pelabuhan Biringkassi. Bahan Bakar Minyak bersubsidi ini disimpan 
dibelakang rumah saksi dan adapula yang ditemukan di atas perahu 
terdakwa. Dalam kegiatan penyimpanan tersebut Terdakwa tidak 
mempunyai izin penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar. 
Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Terdakwa 
tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan 
penyimpanan bahan bakar minyak jenis solar bersubsidi dan dapat dilihat 
Terdakwa melakukannya secara perseorangan karena Terdakwa tidak 
memiliki suatu Badan Usaha yang memiliki izin atau legalitas untuk 
melakukan usaha penyimpanan, dengan demikian unsur ini terpenuhi. 
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 
Pelaku Tindak Pidana Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa 
Izin Usaha Niaga 
Dalam menjatuhkan sebuah pidana hakim memiliki banyak pertimbangan 
dalam memutuskan suatu perkara baik itu pertimbangan yang bersifat yuridis 
maupun pertimbangan yang bersifat non-yuridis. Pertimbangan yuridis adalah 
pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap 
dalam persidangan dan oleh Undang-undang di tetapkan sebagai hal yang 
harus dimuat di dalam putusan, sedangkan pertimbangan non yuridis adalah 
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pertimbangan yang bertitik tolak pada dampak yang merugikan dan 
merusakan tatanan dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara. 
1.  Keterangan saksi 
1. Saksi YADDU Bin H. BADO, memberikan keterangan dibawah 
sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :  
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 Februari 2015 sekitar pukul 
14.00 Wita, Saksi sedang beristirahat di rumahnya yang 
terletak di tepi muara Sungai Kalibone, Kampung Pandanglau, 
Kelurahan Tekolabua, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten 
Pangkep, dan pada saat itu Polisi datang lalu memeriksa di 
belakang rumah Saksi ; 
- Bahwa pada saat Polisi memeriksa di belakang rumah Saksi 
tersebut, mereka menemukan 6 (enam) jerigen yang berisi 
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ; 
- Bahwa Terdakwa yang menyimpan 6 (empat) jerigen berisi 
BBM tersebut di belakang rumah Saksi, dan BBM tersebut 
merupakan milik Terdakwa ; 
- Bahwa Terdakwa menyimpan BBM tersebut setelah ia 
mengambilnya pada malam hari sebelum penemuan BBM 
tersebut ; 
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM tersebut dengan cara 
membelinya dari kapal yang berlabuh di pelabuhan 
Biringkassi, dan ada juga yang dibeli dari SPDN yang berada 
di Solok ; 
- Bahwa Saksi mengetahui hal itu dari pemberitahuan Terdakwa 
dan Culli ; 
- Bahwa Terdakwa membeli dan menyimpan BBM tersebut 
untuk dijual kembali ke Pulau ; 
- Bahwa Terdakwa tidak memberi upah kepada Saksi untuk 
menyimpan BBM tersebut di belakang rumah Saksi ; 
- Bahwa gambar/foto beberapa jerigen yang terlampir dalam 
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik merupakan 
gambar/foto jerigen yang ditemukan di belakang rumah Saksi ; 
- Bahwa ada juga jerigen yang berisi BBM jenis solar yang 
ditemukan di atas perahu Terdakwa, namun Saksi tidak 
mengetahui berapa jerigen yang diamankan ; 
- Bahwa gambar/foto kapal dan beberapa jerigen di atasnya yang 
telampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) merupakan 
gambar/foto perahu dan jerigen berisi BBM milik Terdakwa 
yang juga diamankan oleh Polisi ; 
- Bahwa letak rumah Saksi jauh dari rumah milik Terdakwa ; 
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- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut sudah 
lama, sekitar 5 (lima) tahun ; 
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Terdakwa mempunyai izin 
untuk menjual BBM jenis solar tersebut ; 
- Bahwa Terdakwa membawa BBM tersebut ke Pulau untuk 
dijual ; 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan 
tersebut benar ; 
2. Saksi H. BATUDDIN Alias H. BATU Bin H. DIKO  
memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut  : 
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena masalah 
Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar ; 
- Bahwa Saksi memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Khusus 
Nelayan, yang benama SPDN UD. Cahaya Solo, dan SPDN 
tersebut hanya menjual solar; 
- Bahwa Saksi memiliki izin untuk usahanya itu, dan SPDN 
tersebut untuk wilayah Kecamatan Pangkajene ; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai permasalahan BBM 
yang terkait oleh Terdakwa, Saksi hanya diberitahu oleh Polisi 
kalau ada penjual solar yang ditangkap ; 
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa pernah 
membeli solar kepada Saksi dan terakhir kali Terdakwa datang 
membeli pada akhir Tahun 2012, dan pada waktu itu Terdakwa 
membeli solar sebanyak 2 (dua) jerigen ; 
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli solar tersebut, harganya 
Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) sampai dengan Rp.4.500,00 
(empat ribu lima ratus rupiah) ; 
- Bahwa harga solar pada saat ini adalah Rp.6.400,00 (enam ribu 
empat ratus rupiah) ; 
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang membeli solar tersebut, ia 
memakai surat rekomendasi atas nama mertuanya, yang 
bernama H. Kai ; 
- Bahwa untuk membeli solar di SPDN milik Saksi, harus 
memiliki rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau 
surat Nelayan ; 
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai 
Nelayan ; 
- Bahwa sepengatahuan Saksi dalam kurun dari tahun 2013 
hingga tahun 2015 Terdakwa tidak pernah membeli solar di 
SPDN Saksi tersebut ;  
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan 
tersebut benar ; 
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3. Saksi SAMSUDDIN Alias SUNDING Bin ABDULLAH, 
memberikan keterangan dibawah Sumpah yang pada pokoknya 
sebagai berikut :  
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa diajukan di 
persidangan  ; 
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa, dan Saksi pernah membeli 
solar kepada Terdakwa, dan terakhir kali Saksi membelinya 
pada akhir tahun 2012 sebanyak 3 (tiga) jerigen ; 
- Bahwa Saksi membeli solar tersebut dengan cara menghubungi 
Terdakwa apabila persediaan solar di pulau telah habis, setelah 
itu Terdakwa mengantarkan ke pulau dengan menggunakan 
pete-pete (perahu jolloro) ; 
- Bahwa solar yang Saksi beli dari Terdakwa tersebut untuk 
keperluan genset di Pulau Laiya ; 
- Bahwa genset yang dipakai di Pulau menggunakan solar 
sebanyak 40 (empat puluh) liter setiap harinya ; 
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya yang terdapat 
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap dirinya pada 
point 11, 12, dan 13 yang menyatakan apabila kebutuhan di 
Kampung sudah mau habis, Saksi menghubungi Terdakwa 
dengan cara menelponnya, untuk meminta solar dengan diantar 
dengan menggunakan perahu jolloro warna biru, dan setiap 
kali menelpon Saksi membeli 6 (enam) sampai 7 (tujuh) 
jerigen, dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu 
rupiah) per jerigen; 
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa memiliki izin 
atau tidak untuk menjual solar tersebut ; 
- Bahwa Solar yang Saksi beli tersebut selain digunakan untuk 
kepentingan sendiri, Saksi juga menjualnya kepada Nelayan 
dengan harga Rp.7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah), dan 
terhadap hal itu Saksi memiliki surat rekomendasi dari Kepala 
Desa ; 
- Bahwa 1 (satu) jerigen memuat 30 (tiga puluh) liter solar, dan 
harganya Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ; 
- Bahwa terakhir kali Saksi membeli solar kepada Terdakwa 
pada akhir bulan Januari 2015, dan Saksi membeli sekitar 10 
(sepuluh) jerigen ; 
- Bahwa gambar/foto perahu dan beberapa jerigen di atasnya 
yang terlampir di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) 
merupakan gambar/foto perahu dan jerigen milik Terdakwa ; 
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan 
keterangan tersebut benar ; 
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4. Saksi HARLIS, SH. keterangannya dibacakan di persidangan, 
yang pada pokoknya sebagai berikut  : 
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan berkaitan 
dengan ia telah melaksanakan tugas dan mengamankan BBM 
bersama Tim Dit. Reskrimsus Polda Sulsel (salah satunya 
Brigpol. Suharno) pada hari Kamis tanggal 05 Februari 2015 
pukul 14.30 Wita di Dusun Padanglau, Kelurahan 
Mappasaile, Kecamatan Pangkajene, dan hal itu berdasarkan 
Surat Perintah Tugas Nomor : Sprin 
Gas/17/I/2015/Ditreskrimsus tanggal 30 Januari 2015 tentang 
Penyelidikan dan Penegakan Hukum di Wilayah Hukum 
Polda Sulsel ; 
- Bahwa Saksi baru mengenal dengan Lk. NASARUDDIN 
sejak tanggal 5 Februari 2015 setelah melakukan 
pemeriksaan di sebuah perahu yang sedang memuat jerigen 
berisi solar juga menemukan BBM yang disimpan/ditampung 
di belakang rumah ; 
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan di lokasi tersebut 
karena ada informasi masyarakat dan Surat Perintah Tugas 
tersebut ; 
- Bahwa pada saat pemeriksaan tersebut mereka menemukan 
perahu berwarna biru yang mengangkut 24 (dua puluh empat) 
jerigen berisi solar @30 liter, selanjutnya juga menemukan 6 
(enam) jerigen isi solar @30 liter di belakang rumah Lel. 
YADDU. Kegiatan pengangkutan dan penyimpanan BBM 
jenis solar tersebut dilakukan tanpa dilengkapi dengan 
perizinan ; 
- Bahwa dari hasil pengamatan dan interogasi di TKP 
didapatkan keterangan bahwa BBM yang berada di tepi 
sungai Kalibone di Dusun Padanglau, Kelurahan Mappasaile, 
Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep baik yang 
diangkut di atas perahu maupun yang disimpan di belakang 
rumah adalah milik NASARUDDIN ; 
- Bahwa total keseluruhan BBM jenis solar baik yang berada di 
perahu maupun di belakang rumah sebanyak 30 (tiga puluh) 
jerigen masing-masing berisi kurang lebih 30 (tiga puluh) 
liter ; 
- Bahwa menurut keterangan NASARUDDIN dan interogasi 
Saksi di TKP, BBM jenis solar yang ditemukan akan dijual 
kembali ; 
- Bahwa menurut keterangan NASARUDDIN dan interogasi 
Saksi RUSLI di TKP, BBM jenis solar tersebut diperoleh dari 
Kapal namun terkadang Lel. NASAR juga membeli dari 
SPDN ;     
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2.  Keterangan Terdakwa 
  Didalam Persidangan Terdakwa Memberikan Keterangan Pada 
Pokoknya: 
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena tertangkap 
menjual Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar ; 
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis, tanggal 
5 Februari 2015 sekitar pukul 14.30 Wita ; 
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Polisi menemukan 24 (dua 
puluh empat) jerigen yang berisi BBM jenis solar di atas perahu 
jolloronya, dan Polisi juga menemukan 6 (enam) jerigen berisi 
BBM jenis solar di belakang rumah Pamannya (Yaddu) ; 
- Bahwa isi 1 (satu) jerigen tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) liter, 
dan harga per jerigennya sejumlah Rp.230.000,00 (dua ratus tiga 
puluh ribu rupiah) ; 
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa dapatkan atau beli 
dari SPDN di Solok dan kapal-kapal yang singgah di pelabuhan 
Biringkassi ;  
- Bahwa Terdakwa membeli solar dari SPDN dengan harga 
Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liternya, 
sedangkan solar yang berasal dari Kapal, ia beli dengan harga 
Rp.200.000,00 (dua ratus ribu) per jerigen; 
- Bahwa BBM jenis solar tersebut Terdakwa beli untuk dijual 
kepada Nelayan di Pulau ; 
- Bahwa terhadap BBM jenis solar yang Terdakwa beli di SPDN, 
Terdakwa beli di SPDN milik H. Batuddin ;  
- Bahwa apabila ada yang membutuhkan solar, maka mereka 
tinggal menghubungi Terdakwa, kemudian Terdakwa 
mengantarkannya dengan menggunakan perahu ; 
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) perahu, dan gambar atau 
foto perahu yang terlampir dalam Berita Acara Pemerikaan 
(BAP) penyidik merupakan gambar/foto perahu milik Terdakwa 
; 
- Bahwa gambar/foto beberapa sebagaimana yang terlampir di 
dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik merupakan 
jerigen-jerigen milik Terdakwa yang berisi solar ; 
- Bahwa Terdakwa mengumpulkan solar tersebut selama 5 (lima) 
hari, dan solar tersebut Terdakwa beli dari kapal yang 
pemakaiannya lebih ; 
- Bahwa BBM (solar) yang Terdakwa beli tersebut, tidak 
disimpan terlalu lama karena langsung ia jual ke Nelayan ; 
- Bahwa pada waktu Terdakwa membeli BBM (solar) dari SPDN, 
Terdakwa menggunakan surat izin atas nama mertuanya ; 
- Bahwa Terdakwa menjual BBM (solar) tersebut sejak tahun 
2011 ; 
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- Bahwa Terdakwa menjual BBM tersebut hanya kepada Nelayan, 
dan tidak menjualnya kepada Industri ; 
- Bahwa perahu jolloro milik Terdakwa tersebut bermesin diesel 
donfeng 30 PK, dan dibeli pada tahun 2011 dengan harga 
Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) ; 
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp.6.300.000,00 
(enam juta tiga ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil lelang 
terhadap 30 (tiga puluh) jerigen solar milik Terdakwa yang 
disita oleh Polisi ; 
- Bahwa uang yang Terdakwa gunakan untuk membeli BBM 
(solar) tersebut merupakan uang milik Terdakwa sendiri ; 
- Bahwa terakhir kali Terdakwa mengirim BBM (solar) kepada 
Sunding sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, jumlahnya sebanyak 15 
(lima belas) jerigen, yang masing isinya sebanyak 30 (tiga 
puluh) liter ; 
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin usaha untuk membeli dan 
menjual BBM (solar) tersebut ; 
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya yang membeli dan 
menjual BBM tersebut tanpa izin. 
 
 
3.  Pertimbangan Hakim 
 Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 
putusan Pengadilan Negeri Pangkajene Kepuluan (Pangkep) Nomor 
79/Pid.Sus/2015/PN.Pkj. yaitu sebagai berikut : 
Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didalam 
persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : 
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015 pukul 14.30 
Wita Saksi Harlis bersama Anggota Tim Dit. Reskrimsus Polda 
Sulawesi Selatan menemukan dan mengamankan 24 (dua puluh 
empat) jerigen, yang masing-masing berisi BBM jenis solar 
sebanyak 30 (tiga puluh) liter, di atas perahu jolloro yang terdapat 
di tepi sungai Kalibone, Dusun Padanglau, Kelurahan 
Mappasaile, Kecamatan Pangkajene. Selain itu Anggota Polisi 
tersebut menemukan pula 6 (enam) jerigen, yang masing-masing 
berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) liter, yang 
terdapat di belakang rumah Saksi Yaddu yang terletak di 
Kampung Pandang Lau, Kelurahan Tekolabbua, Kecamatan 
Pangkajene, Kabupaten Pangkep ; 
74 
 
- Bahwa pada saat itu Anggota Tim Dit. Reskrimsus Polda 
Sulawesi Selatan juga mengamankan Terdakwa Nasaruddin 
selaku pemilik kapal jolloro dan 24 (dua puluh empat) jerigen 
berisi BBM (solar) yang berada di atasnya, dan 6 (enam) jerigen 
berisi BBM (solar) yang ditemukan di belakang rumah Saksi 
Yaddu tersebut ; 
- Bahwa 24 (dua puluh empat) jerigen yang berada di atas perahu 
jolloro tersebut, dan 6 (enam) jerigen yang ditemukan di belakang 
rumah Saksi Yaddu, yang masing-masing berisi 30 (tiga) liter 
solar, akan dijual oleh Terdakwa kepada Nelayan yang berada di 
pulau, dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu 
rupiah) per jerigen ; 
- Bahwa Terdakwa memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan 
cara membelinya dari Kapal-Kapal yang singgah di pelabuhan 
Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) 
per jerigen, selain itu Terdakwa juga membeli BBM jenis solar 
tersebut di Stasiun Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) dengan 
harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah) per liter ;  
- Bahwa Terdakwa membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut 
sejak tahun 2011, dan ia jual kepada Nelayan dengan cara 
menerima pesanan dari para Nelayan, kemudian ia 
mengantarkannya dengan menggunakan perahu jolloro miliknya ; 
- Bahwa Saksi Samsuddin merupakan salah satu Nelayan yang 
biasa membeli BBM jenis solar tersebut dari Terdakwa, dan 
terakhir kali ia membeli solar dari Terdakwa sebanyak 15 (lima 
belas) jerigen, dengan masing-masing berisi 30 (tiga puluh) liter, 
dan dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu 
rupiah), dimana Solar tersebut digunakan sendiri oleh Saksi 
Samsuddin, dan ada pula yang ia jual kepada para Nelayan yang 
lain, dan ada yang digunakan untuk kebutuhan genset di Pulau 
Laiya, Desa Matiro Labangeng, Kabupaten Pangkep ; 
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang 
untuk membeli dan menjual BBM jenis solar tersebut ; 
- Bahwa Terdakwa pernah membeli BBM jenis solar di Stasiun 
Pengisian Diesel Nelayan (SPDN) milik Saksi H. Batuddin, dan 
pada saat itu Terdakwa membelinya dengan menggunakan surat 
izin milik mertuanya yang bernama H. Kai ; 
- Bahwa total Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang 
diamankan oleh Tim Dit. Reskrimsus Polda Sulawesi Selatan 
adalah 30 (tiga puluh) jerigen, yang masing-masing berisi 30 (tiga 
puluh) liter solar, sehingga banyaknya solar tersebut adalah 900 
(sembilan ratus) liter, hal ini sebagaimana Surat dari Retail Fuel 
Marketing Region Manager VII Pertamina, Nomor : 
188/F17410/2015-S3 tanggal 31 Maret 2015 Perihal Hasil 
Pemeriksaan Atas Barang Bukti BBM. Keseluruhan BBM 
tersebut telah dilakukan pelelangan pada tanggal 28 April 2015 
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oleh Penyidik pada Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda 
Sulsel melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang 
Makassar berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri 
Pangkajene sebagaimana Penetapan Nomor : 
2/Pen.Pid/2015/PN.Pangkajene tanggal 24 Maret 2015, dengan 
harga limit barang yang terjual sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam 
juta tiga ratus ribu rupiah) sebagaimana Salinan Risalah Lelang 
Nomor :300/2015 tanggal 22 April 2015; 
Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah 
berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; 
Majelis hakim mempertimbangkan dakwaan Kedua Subsidair yakni 
melanggar Pasal 53 huruf c jo. Pasal 23 Undang-undang No. 22 Tahun 
2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 
1. Setiap Orang; 
2. Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin 
Usaha Penyimpanan ; 
Berdasarkan unsur-unsur tersebut Majelis Hakim pada pokoknya 
mempertimbangkan sebagai berikut : 
A.d. 1.  Unsur Setiap Orang :  
Unsur ”Setiap Orang” bermakna sama dengan unsur ”Barang 
Siapa” sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu 
perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta 
pertanggungjawaban; 
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”Setiap Orang” adalah masing-masing orang atau siapa saja 
orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang 
diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung 
kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum 
jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan 
bertindak menurut hukum; 
Berdasarkan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, 
Terdakwa mengaku bernama NASARUDDIN Bin UDDIN. Sesuai dengan 
yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Oleh karena 
itu Mejelis Hakim menilai Terdakwalah sebagai orang yang didakwa 
dalam dakwaan tersebut; Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan 
jelas dan tegas serta sitematis. Berdasarkan hal itu Mejelis Hakim menilai 
Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya; 
Berdasarkan dari keseluruhan uraian unsur tersebut maka tidak 
ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana 
dan Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab 
secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah 
dipenuhi menurut hukum; 
Maka Mejelis Hakim menilai secara hukum unsur ini harus 
dinyatakan terbukti dan terpenuhi. 
A.d.2. Unsur Melakukan Penyimpanan Bahan Bakar Minyak Bumi 
tanpa Izin Usaha Penyimpanan : 
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Dalam Pasal 1 point 4 Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2001 
tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, menyebutkan yang dimaksud 
dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun yang dimaksud dengan 
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam 
kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau padat, 
termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh 
dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan 
hidrokarbon lain berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak 
berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi dan gas bumi (Pasal 1 
point 1 UU No.22 Tahun 2001) ; 
Pasal 1 point 12 UU No. 22 Tahun 2001 tersebut, menyebutkan 
yang dimaksud dengan penyimpanan adalah kegiatan penerimaan, 
pengumpulan, penampungan, dan pengeluaran Minyak Bumi dan/atau 
Gas Bumi. Kegiatan penyimpanan tersebut merupakan bagian dari 
kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas Bumi berupa kegiatan usaha hilir, 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 point 10 dan Pasal 5 angka 2 UU 
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi ; 
Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana 
dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah 
mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Kemudian Pasal 23 ayat (2) 
menyebutkan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak 
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Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas (a) Izin Usaha 
Pengolahan, (b) Izin Usaha Pengangkutan, (c) Izin Usaha Penyimpanan, 
(d) Izin Usaha Niaga. Lebih lanjut pada bagian penjelasan mengenai 
Pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut 
dijelaskan bahwa dalam hal yang menyangkut kepentingan daerah, 
Pemerintah mengeluarkan Izin Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud 
mendapat rekomendasi dari Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan keterangan para Saksi, bukti surat dan keterangan 
Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh 
fakta-fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa memiliki 900 (sembilan 
ratus) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tersimpan 
dalam 30 (tiga puluh) buah jerigen, diantaranya 24 (dua puluh empat) 
jerigen yang berada di atas perahu jolloro milik Terdakwa, dan 6 (enam) 
jerigen yang berada di belakang rumah Saksi Yaddu. Terdakwa 
menyimpan BBM tersebut setelah ia membelinya dari kapal-kapal yang 
singgah di pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus 
ribu rupiah) per jerigen, dan ada pula yang ia beli dari tempat pengisian 
bahan bakar khusus nelayan atau Stasiun Pengisian Diesel Nelayan 
(SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah). 
Kemudian Terdakwa menjual kembali BBM yang ia beli tersebut dengan 
harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Dengan demikian 
Terdakwa mengharapkan keuntungan dengan menambahkan harga BBM 
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jenis solar tersebut ketika ia menjual kembali BBM tersebut kepada 
Nelayan. 
Maksud dan tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan BBM 
jenis solar tersebut adalah untuk dijual kepada Nelayan yang berada di 
Pulau pada wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), 
yang dilakukannya dengan cara membelinya terlebih dahulu, lalu 
menyimpannya, dan mengantarkan BBM jenis solar tersebut kepada 
Nelayan yang memesan atau memerlukannya dengan menggunakan 
perahu jolloro miliknya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai 
meskipun ada kegiatan penyimpanan BBM yang dilakukan oleh 
Terdakwa, namun hal itu bukanlah prioritas utama dari usaha Terdakwa 
yang berkaitan dengan BBM jenis solar tersebut, oleh karena itu 
perbuatan Terdakwa tersebut tidak dapat pula dikategorikan sebagai 
usaha penyimpanan yang dimaksudkan dalam Pasal 53 huruf c Undang-
undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Oleh karena salah satu unsur dari Pasal 53 huruf c Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak terbukti 
dan tidak terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
sebagaimana dalam dakwaan kedua subsidair tersebut dan oleh 
karenanya terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan tersebut. 
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Majelis hakim dalam pertimbangannya dakwaan Kedua Lebih 
Subsidair yakni melanggar Pasal 53 huruf d jo. Pasal 23 Undang-undang 
No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya 
sebagai berikut  : 
1. Setiap Orang; 
2. Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha 
Niaga ; 
Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan 
sebagai berikut : 
A.d.1. Unsur Setiap Orang : 
Unsur ini telah dipertimbangkan pada dakwaan Kedua 
Subsidair tersebut di atas dan dinyatakan telah terpenuhi, maka untuk 
mempersingkat, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai 
pertimbangan dalam dakwaan Kedua Lebih Subsidair ini, dengan 
demikian unsur “Setiap Orang” dinyatakan pula telah terpenuhi ; 
A.d.2. Unsur Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa 
Izin Usaha Niaga : 
Dalam Pasal 1 point 4 Undang-undangNomor : 22 Tahun 2001 
tentang Minyak Bumi dan Gas Bumi, menyebutkan yang dimaksud 
dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal 
dan/atau diolah dari Minyak Bumi. Adapun yang dimaksud dengan 
Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang 
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dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fase cair atau 
padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang 
diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara 
atau endapan hidrokarbon lain berbentuk padat yang diperoleh dari 
kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak bumi 
dan gas bumi (Pasal 1 point 1 UU No.22 Tahun 2001). 
 Pasal 1 point 12 UU No. 22 Tahun 2001 tersebut, 
menyebutkan yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan 
pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil 
olahannya termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa. Kegiatan Niaga 
tersebut merupakan bagian dari kegiatan usaha Minyak Bumi dan Gas 
Bumi yakni berupa kegiatan usaha hilir, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 point 10 dan Pasal 5 angka 2 UU No. 22 Tahun 2001 
tentang Minyak dan Gas Bumi. 
Pasal 23 ayat (1) Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang 
Minyak dan Gas Bumi menyebutkan kegiatan usaha hilir sebagaimana 
dalam Pasal 5 ayat (2), dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah 
mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Kemudian Pasal 23 ayat (2) 
menyebutkan Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha 
Minyak Bumi dan kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas (a) Izin 
Usaha Pengolahan, (b) Izin Usaha Pengangkutan, (c) Izin Usaha 
Penyimpanan, (d) Izin Usaha Niaga. Lebih lanjut pada bagian 
penjelasan mengenai Pasal 23 ayat (1) Undang-undang tentang 
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Minyak dan Gas Bumi tersebut dijelaskan bahwa dalam hal yang 
menyangkut kepentingan daerah, Pemerintah mengeluarkan Izin 
Usaha, setelah Badan Usaha dimaksud mendapat rekomendasi dari 
Pemerintah Daerah. 
Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas 
menunjukkan Terdakwa memiliki 900 (sembilan ratus) liter Bahan 
Bakar Minyak (BBM) jenis Solar yang tersimpan dalam 30 (tiga 
puluh) buah jerigen, diantaranya 24 (dua puluh empat) jerigen yang 
berada di atas perahu jolloro milik Terdakwa, dan 6 (enam) jerigen 
yang berada di belakang rumah Saksi Yaddu. Terdakwa menyimpan 
BBM tersebut setelah ia membelinya dari kapal-kapal yang singgah di 
pelabuhan Biringkassi dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu 
rupiah) per jerigen, dan ada pula yang ia beli dari tempat pengisian 
bahan bakar khusus nelayan atau Stasiun Pengisian Diesel Nelayan 
(SPDN) dengan harga Rp.6.400,00 (enam ribu empat ratus rupiah). 
Kemudian Terdakwa menjual kembali BBM yang ia beli tersebut 
dengan harga Rp.230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). 
Dengan demikian Terdakwa mengharapkan keuntungan dengan 
menambahkan harga BBM jenis solar tersebut ketika ia menjual 
kembali BBM tersebut. 
Berdasarkan uraian tersebut menunjukkan jika maksud dan 
tujuan Terdakwa membeli dan menyimpan BBM jenis solar tersebut 
adalah untuk dijual kepada Nelayan yang berada di Pulau pada 
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wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), yang 
dilakukannya dengan cara membelinya terlebih dahulu, lalu 
menyimpannya, dan mengantarkan BBM jenis solar tersebut kepada 
Nelayan yang memesan atau memerlukannya dengan menggunakan 
perahu jolloro miliknya. Dengan demikian nampaklah kegiatan yang 
dilakukan oleh Terdakwa tersebut terkategorikan sebagai usaha Niaga 
Bahan Bakar Minyak jenis solar. 
Berdasarkan fakta tersebut di atas menunjukkan pula jika 
Terdakwa menjalankan kegiatan usaha tersebut sejak tahun 2011, dan 
selama itu ia tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk 
membeli maupun menjual BBM jenis solar tersebut. Sedangkan untuk 
melakukan kegiatan usaha Niaga yang berhubungan dengan Minyak 
dan Gas Bumi ataupun olahannya, harus memiliki Izin Usaha Niaga 
dari Pemerintah sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 23 ayat 
(1) dan (2) Undang-undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan 
Gas Bumi. Dengan demikian kegiatan usaha yang dilakukan oleh 
Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur 
“melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha 
Niaga” secara hukum telah terpenuhi ; 
Oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf d Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah 
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terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan 
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Niaga Bahan Bakar 
Minyak Bumi tanpa Izin Usaha”. 
Karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap 
Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan 
perbuatannya. 
Dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya 
alasan, baik pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan 
oleh Terdakwa, maka terhadap Terdakwa patut secara hukum 
mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. 
Karena tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas 
kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula 
agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi 
kesalahan yang sama dikemudian hari. Dalam hal ini Majelis Hakim 
tidak sependapat dengan tuntutan pidana penjara sebagaimana yang 
dituntutkan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim dengan 
memperhatikan fakta-fakta hukum di persidangan dan ketentuan 
hukum yang berkaitan dengan perkara ini, menilai pidana penjara 
yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar Putusan ini, dipandang 
sebagai hal yang tepat dan terbaik dalam rangka mewujudkan tujuan 
hukum yakni keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 
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Maka Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang 
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam 
ketentuan tersebut selain menyebutkan ancaman pidana yang 
dijatuhkan kepada pelaku, diatur pula adanya pidana denda yang harus 
dijatuhkan kepada pelakunya, dan hal itu bersifat kumulatif. Oleh 
karena itu Terdakwa sepatutnya dikenakan pidana denda atas 
kesalahannya tersebut, yang jumlah dendanya akan disebutkan dalam 
dictum putusan ini. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh 
Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan 
disebutkan pula dalam amar putusan ini. 
Berdasarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 
1 (satu) unit perahu berwarna biru, bermesin Diesel Donfeng 30 PK, 
sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan jika 
perahu tersebut merupakan milik Terdakwa yang digunakan untuk 
mengangkut BBM jenis solar untuk dijual ke Nelayan di Pulau, 
namun perahu tersebut digunakan pula oleh Terdakwa untuk 
menjalankan pekerjaan sebagai Nelayan, berdasarkan hal itu Majelis 
Hakim menilai barang bukti tersebut selayaknya dikembalikan kepada 
Terdakwa. 
Barang bukti berupa uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam 
juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai hasil lelang terhadap Bahan Bakar 
Minyak jenis solar + 900 (sembilan ratus) liter yang ditampung dalam 
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30 (tiga puluh) jerigen, Majelis Hakim menilai oleh karena BBM 
tersebut diperoleh oleh Terdakwa secara melawan hukum dan akan 
dimanfaatkan secara hukum pula maka sepatutnya barang bukti 
tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara. 
Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebelumnya 
menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal 
yang dapat memberatkan dan dapat meringankan Terdakwa guna 
penerapan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ; 
Hal-hal yang memberatkan : 
Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam 
rangka penertiban Kegiatan Usaha Minyak dan Gas Bumi yang 
dilakukan tanpa Izin Usaha ; 
Hal-hal yang meringankan  : 
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak 
mengulanginya lagi; 
- Terdakwa melakukan hal itu bukan hanya untuk mencari 
keuntungan, akan tetapi untuk menghidupi keluarganya dan 
membantu para nelayan yang terdapat di beberapa pulau di 
Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) ;  
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan; 
Maka majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwadijatuhi pidana maka 
Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;  
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Majelis hakim memperhatikan, Pasal 53 huruf d Undang-undang No.22 
Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 23 Undang-undang 
No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-
undangNomor8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 
perundang-undangan lain yang bersangkutan. 
2.4. Putusan Majelis hakim 
Adapun Putusan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana Perkara 
dengan Nomor 79/Pid.Sus/2015/PN.Pkj : 
1. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN Bin UDDIN, tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Primair  ; 
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Alternatif Kedua 
Primair tersebut ; 
3. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN Bin UDDIN, tidak 
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 
pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Subsidair  ; 
4. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Alternatif Kedua 
Subsidair tersebut ; 
5. Menyatakan Terdakwa NASARUDDIN Bin UDDIN, terbukti 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
“Niaga Bahan Bakar Minyak Bumi tanpa Izin Usaha” 
sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Lebih Subsidair ; 
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6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu 
dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan, dandenda 
sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan 
ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti 
dengan pidana kurungan selama 1 (satu) Bulan;  
7. Menetapkan barang bukti berupa : 
7.1. 1 (satu) unit perahu berwarna biru, bermesin Diesel Donfeng 
30 PK, dikembalikan kepada Terdakwa Nasaruddin Bin 
Uddin ; 
7.2. Uang sejumlah Rp.6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu 
rupiah) sebagai hasil lelang terhadap Bahan Bakar Minyak 
jenis solar + 900 (sembilan ratus)  liter yang ditampung 
dalam jeregen sebanyak 30 (tiga puluh), dirampas untuk 
Negara ; 
8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara 
sejumlah Rp. 5.000,00  (lima ribu rupiah); 
2.5. Analisis Hukum 
 Proses Pemeriksaan di Pengadilan merupakan bagian tak terpisahkan 
dari Integrated Cryminal Justice System. Bahkan, pemeriksaan di sidang 
pengadilan merupakan akhir dari sebuah perkara setelah melalui tingkat 
penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Pengadilan melalui produknya 
yaitu Putusan Hakim bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara. 
Putusan Hakim sebagai bagian paling esensial dari sebuah perkara pidana 
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harus selalu didasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah 
keyakinan hakim (beyond reasonable doubt).  
Dasar pemeriksaan perkara pada sidang pengadilan didasarkan pada  
surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas tindak 
pidana yang di lakukan oleh terdakwa. Dari dakwaan ini, hakim kemudian 
melakukan pemeriksaan yang didasarkan atas fakta fakta persidangan 
untuk menemukan alat bukti yang sah. 
Antara alat bukti dan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan 
kuasalitas (sebab-akibat). Hal ini di pertegas dalam pasal 183 Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana, dikenal dengan KUHAP yang 
berbunyi; 
“Hakim tidak boleh melanjutkan pidana kepada seseorang kecuali 
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia 
memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi 
dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” 
 
Ketentuan yang mensyaratkan keharusan adanya minimum dua alat 
bukti yang di akui sah menurut Undang-undang, yakni harus memenuhi 
kriteria jenis alat bukti sesuai pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang 
menyatakan:  
Alat bukti yang sah ialah: 
- Keterangan saksi 
- Keterangan ahli 
- Surat 
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- Petunjuk  
- Keterangan terdakwa. 
Dengan melihat putusan Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn/Pkj yang 
dijadikan pertimbangan yuridis oleh hakim adalah semua fakta yang 
terungkap dalam persidangan. Berikut penulis akan memaparkan 
mengenai alat bukti yang dihadirkan ke persidangan yakni keterangan 
saksi, dan keterangan terdakwa: 
a. Keterangan saksi 
Keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana 
yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana 
yang di dengar, di lihat, dan di alami sendiri dengan menyebut alasan 
dari pengetahuannya itu.45 Keterangan seorang saksi baru mempunyai 
nilai pembuktian jika saksi tersebut di sumpah terlebih dahulu sebelum 
memberikan keterangan. 
Dalam pembuktian kesalahan terdakwa dalam putusan Perkara 
Nomor 79/Pid.sus/2015/Pn.Pkj dihadirkan 4 (empat) orang saksi yang 
telah diajukan oleh penuntut umum. Dalam menilai keterangan seorang 
saksi, hakim harus bersungguh-sungguh memperhatikan: 
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 
- Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi 
keterangan tertentu; 
- Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 
                                                          
45Lihat pasal 1 butir 27 KUHAP 
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- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala Sesutu yang pada 
umumnya mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu 
dipercaya.46 
Pada dasarnya keterangan dari beberapa saksi yang berdiri sendiri-
sendiri atau keadaan yang dapat digunakan sebagai suatu bukti yang 
sah apa bila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang 
lain, ini di pertegas dalam pasal 185 ayat (4) KUHAP. Oleh karena 
keterangan yang diberikan oleh para saksi di dalam persidangan yang 
mana benar telah terjadi sebuah perbuatan tindak pidana niaga bahan 
bakar minyak tanpa izin usaha yang dilakukan oleh terdakwa  
Nasaruddin, sehingga sesuai pasal 184 ayat (4) KUHAP keterangan 
para saksi tersebut telah menjadi sebuah alat bukti yang sah dalam 
perkara ini. Kehadiran para saksi memperkuat petunjuk-petunjuk atau 
fakta-fakta dalam persidangan. 
b. Keterangan Terdakwa 
Dalam pasal 189 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa keterangan 
terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan 
tentang perbuatan apa yang di perbuat yang ia ketahui atau yang ia 
alami. Dalam proses pembuktian di persidangan keterangan terdakwa 
saja belum cukup dipakai dasar untuk menyatakan kesalahan terdakwa. 
                                                          
46Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar 
Maju, Bandung, hlm 11 
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Walaupun terdakwa telah mengakui perbuatan yang telah di lakukan 
atau dialami sendiri. 
Bahwa terdakwa Nasaruddin bin Udin secara sah dan meyakinkan 
melakukan tindak pidana niaga bahan bakar minyak bersubsidi tanpa 
izin usaha niaga. Sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana penjara 
4 bulan kepada terdakwa, sebagaimana yang dikatakan oleh hakim 
anggota yaitu Ibu Iustika yang menyatakan 
“Berdasarkan apa yang terungkap dalam persidangan dalam hal ini 
terdakwa melakukan tindak pidana niaga bahan bakar minyak tanpa izin 
usaha berdasarkan pada fakta-fakta yang ada dalam persidangan” 
Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim adalah 
kurang tepat. Majelis hakim menjatuhkan putusan dengan Pasal 53 (d) UU 
No. 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu perbuatan niaga 
tanpa izin usaha. Alasannya penulis beranggapan bahwa penjatuhan 
putusan ini kurang tepat karena pada kenyataannya terdakwa membeli 
bahan bakar minyak di SPDN menggunakan surat izin membeli sehingga 
terdakwa tidak salah dalam melakukan penjualan minyak. Dalam Undang-
undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi pasal 1 
angka 14 Niaga adalah kegiatan  yang berintikan pada kegiatan membeli, 
menjual, ekspor, impor. Jadi jika dilihat dari pengertian izin usaha yang 
dikeluarkan oleh Dinas Perizinan dan Perdagangan yang di peruntukan 
untuk nelayan dalam membeli ataupun menjual bahan bakar minyak 
eceran kepada pulau-pulau yang berada di sekitar Kab Pangkep, setelah 
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penulis melakukan penelitian menyeluruh terhadap berkas perkara usaha 
pembelian bahan bakar minyak tersebut ternyata memiliki izin sekalipun 
surat izin itu atas nama mertua Terdakwa Nasaruddin.  
Fakta persidangan menunjukkan bahwa mertua dari Terdakwa 
ternyata memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan pembelian 
bahan bakar minyak. Dari sisi ini, unsur kesalahan yang didakwakan 
terhadap Terdakwa sebenarnya tidak terbukti namun karena Terdakwa 
melakukan penjualan kembali bahan bakar minyak tersebut dengan 
terlebih dahulu melakukan penimbunan (penyimpanan) dan menjualnya 
diatas harga eceran pasar maka unsur dakwaan alternative kedua subsidair 
ternyata terbukti. Maka dengan berdasarkan pada fakta ini, seharusnya 
majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan 
putusan sesuai dengan dakwaan alternatif kedua. 
Hal yang mendasari penulis berkesimpulan demikian adalah kegiatan 
penyimpanan bahan bakar minyak terdakwalah yang harusnya dinyatakan 
sebagai tindak pidana bukan unsur tanpa izin usaha. Penyimpanan inilah 
yang membuat harga bahan bakar minyak terutama dalam waktu yang 
panjang (tahun 2011) dan sewaktu terdakwa menjualnya kembali selisih 
harganya menjadi demikian besar. 
Hal yang juga menjadi sorotan penulis dalam perkara ini karena dalam 
pertimbangannya hakim menyebutkan ;  
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“Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim 
dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih 
langsung dakwaan alternatif Kedua. Selanjutnya oleh karena Dakwaan 
Alternatif Kedua berbentuk  subsidaritas,  maka Majelis Hakim 
terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kedua Primair 
sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf b jo. Pasal 23 Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi “ 
Penulis beranggapan “sikap” majelis hakim tanpa menjelaskan apa 
yang membuatnya langsung memilih Dakwaan Alternatif kedua tanpa 
memberikan “konsiderans” adalah hal yang menimbulkan pertanyaan. 
Meskipun berbentuk alternatif, dakwaan penuntut umum atas unsur tindak 
pidana: menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar 
Minyak yang disubsidi Pemerintah, tetap layak untuk dipertimbangkan 
sebab dalam fakta persidangan Terdakwa menjual bahan bakar minyak 
kepada nelayan di pulau pulau Pangkep menggunakan perahu Jolloro. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasanmengenai skirpsi yang 
penulis angkat dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 
Niaga Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Tanpa Izin Usaha Niaga” (studi 
kasus putusan No. 79/Pid.Sus/2015/Pn.Pkj), dapat diperoleh kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pada Perkara Nomor 79/Pid.Sus/2015/Pn.PkjPenerapan Pidana 
Materil menurut penulis kurang tepat, karena pada faktanya yang 
terjadi adalah penyimpanan tanpa izin usaha pasal 53 huruf c 
Undang-undang No. 22 tahun 2001 Tentang minyak dan Gas Bumi, 
bukan niaga tanpa izin usaha pasal 53 huruf d Undang-undang No. 
22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Sehingga 
seharusnya dakwaan yang terbukti adalah Pasal 53 huruf c Undang-
undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam 
penerapan dakwaan yang akan di persoalkan oleh penulis adalah 
penyusunan dakwaan, dimana dakwaan lebih tepat jika berbentuk 
alternatif, jika kita lihat dari tindak pidana yang didakwaan termasuk 
kedalam delik formil. Maka penulis berpendapat dalam penyusunan 
dakwaan jaksa penuntut umum telah keliru 
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2. Berdasarkan apa yang terungkap di dalam persidangan, menurut 
penulis putusan majelis hakim adalah kurang tepat. Majelis hakim 
menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan pasal 53 huruf d 
Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas 
bumi bukan pasal 53 huruf c Undang-undang Nomor 22 tentang 
Minyak dan gas Bumi, sehingga putusan hakim dapat dikatakan 
keliru. 
B. Saran 
1. Dakwaan yang digunakan oleh jaksa penuntut umum keliru. 
Sebaiknya dalam perkara ini, jaksa penuntut umum menyusun 
dakwaan perkara dengan dakwaan alternatif, karena penulis 
berpendapat bahwa tindak pidana ini termasuk dalam delik formil. 
2. Dalam memutus perkara hakim memutus perkara hendaknya 
mempertimbangkan putusan dengan baik, haruslah didasarkan atas 
pemahaman penerapan hukum materil apa yang tepat diterapkan 
kepada pelaku. 
3. Dalam pelaksanaan pengawasan distribusi bahan bakar minyak oleh 
pihak instansi terkait lebih aktif lagi terhadap pengawasan distribusi 
bahan bakar minyak dari Pertamina ke pangkalan dan masyarakat 
ikut berperan serta melakukan pengaduan kepada pihak aparat 
kepolisian apabila menemukan penyimpangan terhadap bahan bakar 
minyak. 
97 
 
4. Hendaknya dalam penyelesaian malasah ini, kiranya pemerintah 
daerah mensosialisasikan bagaiamana cara mendaftarkan izin usaha 
dan dampak dari melakukan kegiatan ini, agar kiranya kejadian ini 
tidak terulang kembali, dan masyarakat dapat mengetahui wujud dari 
hukum tersebut serta memberikan efek jera kepada masyarakat yang 
sering melakukan kegiatan ini. 
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